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ABSTRAK

Nama : Tiwie Wulandari
Program Studi : Hukum Acara

Judul : Implementasi Kewenangan Hakim Dalam Peiab&ehabilitasi
Terhadap Pecandu Narkotika

Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan reh&sli kepada Pecandu
Narkotika terutama diterapkan pada putusan akhik la@abila terdakwa tidak

terbukti ataupun terbukti melakukan tindak pidarsakatika. Kewenangan yang
demikian besar yang dimiliki oleh Hakim membuat Mamah Agung mengeluarkan
SEMA No. 04 Tahun 2010 dimana didalamnya terdap#adan tentang klasifikasi
terdakwa yang dapat diberikan rehabilitasi. Skripsiakan membahas bagaimana
implementasi dari kewenangan Hakim untuk dapat nbesntehabilitasi terhadap

Pecandu Narkotika serta melihat adakah batasan ldemifikasi tertentu yang

digunakan oleh Hakim dalam memutus seorang Peaamdl direhabilitasi. Metode

penelitian dalam penelitian ini adalah penelitiamurigis normatif dengan

menggunakan data sekunder.

Kata Kunci:

Putusan akhir, hukum acara pidana, narkotika
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ABSTRACT

Name : Tiwie Wulandari
Study Program: Law of Procedure

Title . Implementation of Judge’s Authority in @ding Rehabilitation for
Narcotic Addicts

The judge has the authority to provide rehabilatto the narcotic addict, most
importantly can be implemented in the final deaiswhere the judge may produce
rehabilitation verdict whether the defendant is patven or is proven guilty of
committing a crime of narcotics. That great auttyoowned by the Judge makes the
Supreme Court issued SEMA No. 04 Year 2010 in wthelne are standard about the
classification of the defendant which can be givehabilitation. This paper will
discuss how the implementation of the authorityjuafges to be able to decide
rehabilitation for Narcotic Addict and to see wheatlhere is any standard or certain
classifications used by the judge in deciding adiadto be rehabilitated. The
research method in this study is normative juridieaearch using secondary data.

Key Words:

Final judgment, criminal procedural law, narcotics

viii
Universitas Indonesia

Implementasi kewenangan ..., Tiwie Wulandari, FH Ul, 2012



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL. ...t e et et e e e e e e e i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS. .. ..o e il
LEMBAR PENGESAHAN. .. ..ot e e e e e e e e iii
KATA PENGANTAR .o e e e e e e e e v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.........cooiiie . Vi
AB ST R AK . L. e e s vii
[l 1 o G 1Y IX
DAFTAR LAMPIRAN .. it e e e e e e e e e Xi
1. PENDAHULUAN ... ittt e et e e ettt ettt et e e e e e 1
1.l Latar BelaKang. .. ...ouoe et i e it e et e e s e e 1
1.2 Pokok Permasalahnan............cooiou i it et
1.3 TUjuan PeneltIaN. .. ccoiiiu it et e e s s e e aee e o e 7
1.3.1 TUJUAN UMUM . L. e e e et e e et e e e e e e et e e enes 7
1.3.2 TUJUAN KRUSUS i ivt it e e e et s e s e aae e aenaeaas 7
1.4 KerangKa KONSEP ... ...ttt e et aen it et e e e e ba e e e aennana i ean s 7
1.5 Metode Penelitian. .. ..o it e e et e 10
1.6 Batasan Masalah...... ..o 10
1.7 Kegunaan Teoritis dan PraktiS..........oiivn i e e e 11
1.8 Sistematika Penulisan. ... ... ..o 11
2. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....coc.vvvvuene. 1 3
2.1 Pengertian Pecandu, Penyalah Guna dan Pengadatika.................. 13
2.2 Penyelidikan dan Penyidikan.............cooin i o i s e 17
2.2.1 Penangkapan dan Penahanan................ccocccooo i, 21..
2.2.2 PeNYA0@PAN. .. . .ttt e e e e 29
2.2.3 Penggeledahan..........cc.oooii it 30
2.2.4 Penyitaan Barang BUKLI............ccoiiiiie i e, 32
2.3 PENUNTULAN. .. ... it e it e e et e it et e e et e e e e e 36
2.4 Pemeriksaan Sidang Pengadilan..................coooiiii i 38..
3. KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITASI....... .43
3.1 Rehabilitasi Pecandu Narkotika...............ccovi i 43
3.2 Kewenangan Hakim Dalam Pemberian RehabilitaSi...cw............... 48
3.2.1 Kewenangan Pada Proses Peradilan ...............c..covivennnen. 49
3.2.2 Kewenangan Pada Putusan AKhir..............coociiiiiinenn, 0

4. ANALISIS PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU
NARK O T K A . .. e e e e e e e e e e e e 59
4.1 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.........ccovveieiie i een B9

Implementasi kewenangan ..., Tiwie Wulandari, FH Ul, 2012



o I N (- T U T 0 1T ) 59

A A =111 £ 61
4.2 Putusan Nomor: 824/Pid.B/2011/PN. BKS.......ccvviiiiiiiiiii e e, 67
4.2.0 KASUS POSISI. .ttt ittt it e et e et e e e e e e e e e aaeas 67
4.2.2 ANALISIS. .. et s 68
4.3 Putusan No 1343/Pid.B/2011/PN.IKT.PSt......ooeeiie et e e 12
G P R = T U ST 0 1T £ 1 72
4.3, 2 AN SIS . ..t s 74
4.4 Putusan No. 440/Pid.b/2011/PN.BKS.....c.viiiie e e, 78
R (= T U o 0 1Y ) [ 78
A A =Y 1= £ 79
T e AV [ 1 84
5.1 S MIPUIAN . e e e e e e e e e 84
5.2 Saran.. A TR, | ST | S AR A S ... ... 86
DAFTAR REFERENS ... o e e e e e e e 87
X

Implementasi kewenangan ..., Tiwie Wulandari, FH Ul, 2012



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 TaRQ&0
LAMPIRAN 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 TaR0h1
LAMPIRAN 3 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel
LAMPIRAN 4 Putusan No. 824/Pid.B/2011/PN.Bks
LAMPIRAN 5 Putusan No. 1343/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst
LAMPIRAN 6 Putusan No. 440/Pid.B/2011/PN.Bks

Xi

Implementasi kewenangan ..., Tiwie Wulandari, FH Ul, 2012



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika pada mulanya ditemukan orang untuk kepgan umat
manusia, khususnya dibidang pengobatan. Narkotikeupakan zat atau obat
yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pemgobpenyakit tertentu.
Dalam perkembangannya diketahui bahwa zat-zat {endgpat dalam narkotika
memiliki daya kecanduan yang dapat menimbulkan esngkai bergantung
hidupnya terus menerus pada narkotika. Sehingg@goe@annya kini sering
disalahgunakan bukan lagi untuk kepentingan pertgabamelainkan untuk
menguntungkan pihak-pihak tertentu dan dapat mer@gangenerasi suatu
bangsd.

Penyebaran narkotika di Indonesia semakin meluas i heresahkan
banyak kalangan masyarakat. Berdasarkan data ydmgada Badan Narkotika
Nasional (BNN) menunjukan bahwa masalah penyaladmunnarkotika dan
obat/bahan berbahaya (narkoba) di Indonesia telfambah ke sebagian besar
masyarakat, dimana tidak satu kabupaten pun tesbebtari masalah
penyalahgunaan Narkoba bahkan sudah sampai paglattiiKelurahan dan
Pedesaah.Sejak Januari hingga September 2011 tercatat ddskpenggagalan
upaya penyelundupan narkotika ke Indonesia dengaang bukti yang disita
sebanyak 98.970 dan 10.760 taBl@&elum lagi ditambah produksi narkotika

dalam negeri yang membuat penyebaran narkotikaddinesia semakin mudah.

! Taufik MakaraoTindak pidana narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 17-19.

2 BNPJABAR, “Situasi Nakoba Di Indonesia Dan Trencerk@mbangannya”,
http://elibrary.bnpjabar.or.id/elib/look.php?id=&8unduh 17 Oktober 2011.

® 0Oza Olivia, “Jaringan Internasional Makin Beratiompas (22 September 2011).

Universitas Indonesia
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Data pada tahun 2008, angka prevensi penyalahgunaakoba di
Indonesia yang merupakan suatu tindak kejahatan plelanggaran yang
mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa sigk&i dan juga terhadap
masyarakat disekitar secara soSiaebesar 1,99 persen atau setara dengan 3,2
hingga 3,6 juta jiwa dari seluruh penduduk IndoaeSelanjutnya meningkat
menjadi 2,21 persen tahun 2010 atau setara denggntd jiwa. Dan bila tidak
ditangani dengan tepat maka akan meningkat melnjaaihingga enam juta jiwa
pada tahun 2015.

Pemberantasan narkotika semakin giat dilakukak ielalui pemberian
pemahaman melalui penyuluhan bahaya narkotika nmawggmgan pengaturan
hukum melalui perangkat undang-undang. Undang-Umdentang Narkotika di
Indonesia telah ada dan terus mengalami perubaitak terus menyempurnakan
pengaturan mengenai narkotika. Sebelum Indonesiadak® pengaturan
narkotika diberlakukan dengan ketentuan Ordonarizat @ius {erdoovende
Middelen Ordonnantie, Saatsblad 1927 No. 278 jo No. 536) dan ketentuan Cara
Pembungkusan Cand®@gium Verpakkings Bepalingen, Staatsblad 1927 Nomor
514), pengaturan ini terus berlaku setelah Indenesrdeka berdasarkan Pasal Il
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang ateksn segala badan
negara dan peraturan yang masih ada masih langsentgku, selama belum
diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasér ini.

Perundang-undangan tersebut diatas dipandangnkureemadai karena
perkembangan tindak pidana narkotika yang meningkamudian timbul
pemikiran untuk dapat menyempurnakan aturan tetsdbugan menetapkan
Undang-Undang No. 8 Tahun 1976 yang mengesahkanvefsin Tunggal
Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Bewdtan undang-undang

tersebut Indonesia menetapkan Undang-Undang No.aBum 1976 yang

* Makaraoop.cit., hal. 49.

> MI/ARD, “BNN: Pengguna Narkoba Capai 6 Juta P2@45,” http:/metrotvnews.com
/' metromain/newscat/hukum/2011/06/16/54939/BNN-Beng-Narkoba-Capai-6-Juta, diunduh
22 September 2011.

® Romli AtmasasmitaTindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum
Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hal. 7-8.

Universitas Indonesia
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mencabut berlakunya Ordonansi Obat Biwsndang-Undang ini sebagai bagian
dari kebijakan penal dalam upaya pemberantasanotileak Namun, seiring
berjalannya waktu undang-undang ini dirasa tidakmpa lagi untuk dapat
mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkotikangga terbitlah Undang-
Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkofika.

Tindak pidana narkotika yang tidak lagi dilakuksecara perseorangan
dan melibatkan banyak orang yang secara bersama-fahkan merupakan satu
sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yaag ang bekerja secara rapi dan
sangat rahasia baik di tingkat nasional maupunrringionalf membuat perlu
adanya peningkatan upaya pencegahan dan pembarantaslak pidana
narkotika. Undang-Undang No 22 Tahun 1997 sudadktsksuai lagi dengan
perkembangan situasi dan kondisi untuk menanggutiang memberantas tindak
pidana tersebut sehingga perlu diadakan penyemguirfingga saat ini Undang-
Undang tentang Narkotika yang berlaku adalah Undémdang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut Narkotika). Dalam UU
Narkotika tersebut terdapat beberapa pengaturang ydiperlukan baik
pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobddankesehatan, penegakan
hukum hingga masalah rehabilitasi medis dan sosial.

Dengan adanya UU Narkotika ini penggunaan nad&atienjadi terbatas,
karena narkotika hanya dapat digunakan untuk kemgart pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tekridioerlebih dalam Pasal
8 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa narkotika galonl dilarang digunakan
untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dengan wemiarkotika ada yang
boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan danaudatidak, melainkan hanya

untuk ilmu pengetahuan dan teknoldbi.

" Ibid.

8AR Sujono dan Bony DanieKomentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 9-12.

® Indonesia (1)Undang-Undang tentang Narkotika, UU No. 35 Tahun 2009, LN No. 143
Tahun 2009, TLN No. 5062 Tahun 2009, Penjelasantdmu

9bid., Pasal 7.

1 Sujono,Op.cit., hal. 72-73.
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Seperti halnya dengan pentingnya pengaturan mangeenggunaan
narkotika, tindak pidana narkotika yang demikiarluas pun menyebabkan perlu
diaturnya ketentuan penegakan hukum yang dapatakengdir dan memenuhi
kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidan®atam UU Narkotika
terdapat pengaturan mengenai jenis-jenis tindaknaid ketentuan pidana yang
ada pada UU Narkotika dibagi menjadi ketentuan rmdgang ditujukan untuk
Pengedar dan ketentuan pidana yang ditujukan uRerkyalah Guna. Selain
pembedaan ketentuan pidana, pada UU Narkotikaugm jterdapat pembedaan
pada sanksi yang diberikan. Sanksi yang diatumad&& Narkotika ini mulai dari
pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dendgghi dimungkinkan sanksi
berupa rehabilitasi.

Selain itu dalam UU Narkotika pun diatur mengdaga cara penyelesaian
tindak pidana narkotika mulai dari tahap penyidikang didalamnya terdapat
pengaturan mengenai penyadapan, penyitaan barggg Hingga tata cara di
sidang pengadilan yang berusaha menjamin keamadantitas pelapor.
Pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan dan rpe@a@n pada sidang
pengadilan meskipun diatur dalam UU Narkotika, narmasih mengacu pada
ketentuan yang ada pada Undang-Undang No. 8 TaB8a fentang Hukum
Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) sebagaanmdijelaskan pada Pasal
73 UU Narkotika.

Putusan hakim dalam hal pemidanaan tindak pidamiotiea dapat
berupa pidana penjara dan atau denda sampai padsapypemidanaan berupa
rehabilitasi. Putusan berupa rehabilitasi ditujukbasus bagi Pecandu Narkotika.

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkokéat**

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutamjatasi
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilijfsa Pecandu
Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukanakng@idana narkotika;
atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkatanjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilijfisa Pecandu
Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukindak pidana
narkotika.

2|ndonesia (1)pp.cit., Pasal 103.
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(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatagi Bacandu
Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hardiperhitungkan
sebagai masa menjalani hukuman.

Pemidanaan berupa rehabilitasi dapat dilihat dadldinNarkotika diatas
yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa peRerandu Narkotika dapat
memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan taanjgpengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika PeoaNdrkotika tersebut terbukti
bersalah melakukan tindak pidana narkotika, dannhalapat menetapkan untuk
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobdsa/atau perawatan
melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika terdelalak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika. Sedangkan masajatani pengobatan
dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yangtudippersalah melakukan
tindak pidana narkotika tersebut diperhitungkan ageb masa menjalani
hukuman:®* Dengan demikian jika seorang Pecandu yang perardiperiksa
pada sidang pengadilan, maka menjadi kewenanganmhalatuk tidak
memenjarakan Pecandu tersebut bila ia terbukti kukén tindak pidana
melainkan diputus untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam mengambil suatu putusan, hakim pada dasaelgh diberikan
kebebasan untuk dapat memutus tanpa adanya inseden pihak manapun. Hal
tersebut karena suatu putusan hakim merupakarksefiari penegakan hukum
dan keadilan. Namun demikian menurut Prof. Oemaro&dji SH janganlah
kebebasan hakim diartikan sebagai “kebebasan settakehati” karena tentu
kebebasan tersebut diberikan dengan tujuan untulegagkan prinsip keadilan
dan kebenaratf.

Kata “dapat” yang terdapat dalam Pasal 103 Narkotika tersebut
mengindikasikan bahwa seorang hakim diberikan kewgan untuk dapat
memberikan atau tidak memberikan rehabilitasi kap@dcandu Narkotika. Dan

dari bunyi Pasal 103 UU Narkotika tersebut jelaglalam pemberian rehabilitasi

2 Ibid.

14 Wahyu Afandi,Hakim dan Penegakan Hukum, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hal.
76.
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tersebut hakim yang berwenang menentukan apakatarged®ecandu dapat
menjalani rehabilitasi atau tidak.

Pemberian kewenangan pada hakim yang memungkin&habilitasi
kepada Pecandu yang merupakan seseorang Yyang meakggu atau
menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan keterggan pada narkotika,
baik secara fisik maupun psikis merupakan hal yang tepat yang telah
dirumuskan oleh UU Narkotika. Karena pada dasasg@ang Pecandu adalah
mereka yang mengalami ketergantungan terhadap tileekmereka yang sedang
sakit karena kecanduan dan membutuhkan perawatdn miaupun psikologis
serta dukungan masyarakisehingga hukuman penjara bagi mereka hanya akan
mengakibatkan inkompetensi atau ketidakmampuan kaesetuk menjalankan
pidana tersebut.

Pemberian kewenangan kepada hakim untuk dapat eré@b
rehabilitasi bagi para Pecandu Narkotika bagi makep hal yang patut
diapresiasi karena menempatkan seorang Pecandgasaearang korban bukan
pelaku kriminalt” sebagaimana selama ini Pecandu Narkotika yangplitkan
sebagai pelaku kriminal kehilangan hak-haknya sabkgrban termasuk untuk
mendapatkan pemulihdfi.Namun demikian, ketentuan ini masih menyisakan
pertanyaan sejauh mana kewenangan hakim untuk degraberikan rehabilitasi
bagi seorang Pecandu, apakah terhadap semua p&ldkid pidana asalkan ia
dapat membuktikan ia adalah Pecandu maka dapatudipemidanaan berupa
rehabilitasi terkait dengan adanya kewajiban PeacaNdrkotika dan Korban
Penyalahgunaan untuk menjalani rehabilitasi medis dehabilitasi sosiaP
ataukah ada klasifikasi tertentu bagi seorang Rkcamng melakukan tindak
pidana sehingga dapat diputus rehabilitasi sertdampgaan bagi penerapan
kewenangan hakim dalam memutus rehabilitasi kePadandu Narkotika.

'3 Indonesia (1)pp.cit., Pasal 1 angka 13.
'8 Sujono,op.cit., hal 121.

" Ibid., hal 120.

8 1bid.

¥ |ndonesia (1)pp.cit., Pasal 54.
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1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikatadj Penulis melihat
adanya beberapa permasalahan terkait dengan pambehabilitasi oleh hakim
kepada Pecandu Narkotika khususnya mereka yangktenmelakukan tindak

pidana narkotika. Adapun pokok permasalahan yaag dibahas adalah:

1 Bagaimana pengaturan kewenangan hakim untuk nré@berehabilitasi
terhadap seorang Pecandu Narkotika?
2. Bagaimanakah klasifikasi atau batasan tindakr@dyang dilakukan Pecandu

yang diberikan putusan berupa rehabilitasi olehrhak Pengadilan Negeri?

1.3  Tujuan Pendlitian
Dalam penelitian ini terdapat dua tajuang terdiri dari tujuan umum,
dan tujuan khusus, yaitu :
1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mealgei kewenangan
yang dimiliki oleh hakim dalam memberikan rehabsit kepada Pecandu
Narkotika.
1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari adanya penelitian ini adald&lagai berikut:
1. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus dafaat tidaknya
seorang Pecandu yang melakukan tindak pidana mealdaitehabilitasi.
2. Mengetahui dan menguraikan Klasifikasi tindak palgmng dilakukan
Pecandu yang diberikan putusan berupa rehabildéei hakim pada
Pengadilan Negeri.

14. KerangkaKonsepsional

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan beberapa yaag perlu diketahui oleh
pembaca yang terdiri atas:
a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daantan atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yangatdanenyebabkan
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penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya masmgurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menkabul
ketergantungan?® Narkotika tersebut dibagi menjadi menjadi 3 (tiga)

golongan yaitu*

1) "Narkotika Golongan I” adalah narkotika yang hamlgpat digunakan
untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dak tidgunakan
dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggigakibatkan
ketergantungan.

2) “Narkotika Golongan II” adalah narkotika berkhasipengobatan
digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digamalalam terapi
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahseana
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergargong

3) "Narkotika Golongan III" adalah narkotika berkhaspengobatan dan
banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tupemgembangan
IImu pengetahuan serta mempunyai potensi ringangaiepatkan
ketergantungaf?

. Peredaran Narkotika yaitu setiap kegiatan ataungkeaan kegiatan yang
meliputi penyaluran atau penyerahan narkotika, bdédam rangka
perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahsmgantuk

kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembamganpéngetahuan
dan teknologi®®

. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotikdaa setiap kegiatan
atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secapa taak atau melawan
hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana n&daotian prekursor

narkotika ?*

“pid., Pasal 1 ayat (1).
“bid., Penjelasan Pasal 6.
%% |bid., Pasal 35.

|bid., Pasal 1 angka 6.
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d. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakao atenyalah
gunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantupgda narkotika,
baik secara fisik maupun psiks.

e. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi seseoramy ynmenggunakan
Narkotika, yang ditandai oleh dorongan untuk memggan narkotika
tersebut secara terus menerus dengan takaran yamgngkat agar
menghasilkan efek yang sama dan apabila pengguysadikurangi
dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkgjalg fisik dan psikis
yang khas?®

f. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan riarkatipa hak atau
melawan hukuni’ Dalam hal ini Penyalah Guna dibagi menjadi Pertyala
Guna Pecandu dan Penyalah Guna bukan Pecandu.

g. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang wa#ttu sedang
melakukan tindak pidana. Selain itu yang termasigia jdalam tertangkap
tangan yaitu sesaat setelah melakukan tindak pigang diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, apabila sesaat
kemudian ditemukan padanya benda yang diduga keledsdipergunakan
untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukahwa ia adalah
pelaku atau turut melakukan atau membantu melaktikdak pidang®

h. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk mencari altéralternatif sebagai
sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dd¢gam rangka
penelitian, pengembangan iimu pengetahuan semalti >

I. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiataggistan secara terpadu
untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungantikarkd

% |bid., Pasal 1 angka 13.
% pid., Pasal 1 angka 14.
" |bid., Pasal 1 angka 15.

%8 Indonesia (2)Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 tahun 1981.
LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209 Tahun 1981, Pasahgka 19.

9 Sujono,op.cit., hal. 74.

% Indonesia (1pp.cit., Pasal 1 angka 16.
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j. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatanjiigan secara terpadu,
baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Peacaddrkotika dapat

kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupasyarakat?

15 Metode Pendlitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adglaidis normatif yang
bersifat deskriptif analitis. Pendekatannya menggan data sekunder.
Berhubung penelitian ini membutuhkan data sekurndeka bahan hukum yang
akan digunakan adalah bahan hukum primer, bahannhgekunder, dan bahan
hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakaadaddbeberapa peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan narkotikéat@a UU Narkotika, Surat
Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMAJHRP, serta putusan-
putusan tindak pidana narkotika yang dikeluarkam ¢tengadilan Negeri.

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bebevagu-buku,
literature, jurnal-jurnal, laporan penelitian, 8an-tulisan dari media cetak
maupun elektronik dan makalah yang berkaitan demigaiak pidana narkotika.
Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamugnidadata yang dibutuhkan
adalah data sekunder, maka akan dilakukan studindei. Untuk mendukung
data sekunder, dalam penelitian akan dilakukan waara dengan narasumber.

Data sekunder yang diperoleh akan diolah dan lis@ndengan metode
kualitatif untuk menjawab pokok permasalahan péaalini. Pada akhirnya akan

diperoleh penelitian deskriptif analitis.

1.6. Batasan Masalah

Saya membatasi masalah penelitian atdagkewenangan yang dimiliki
oleh hakim serta batasannya yang digunakan olelmhalalam memutuskan
dapat tidaknya seorang Pecandu yang melakukan ktipddana narkotika
direhabilitasi, serta melihat bagaimana batasarselert digunakan dalam

prakteknya.

% bid., Pasal 1 ayat (17).
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Perkara pidana yang digunakan dalam penelitiaadalah perkara pidana
narkotika yang didalamnya adalah tindak pidana ot yang dilakukan oleh

seorang Pecandu yang ditangani oleh PengadilanriNege

1.7. Kegunaan Teoritis Dan Praktis
Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memigangan pengetahuan
ilmu hukum, khususnya mengenai rehabilitasi Pecéatiotika di Indonesia.
Kegunaan praktis penelitian ini adalah untuk mésdge pengaturan
kewenangan hakim dalam pemberian rehabilitasi degaimana penerapannya,
sehingga dapat bermanfaat baik bagi kepentinganegaén hukum dalam
menangani dan menyikapi para Pecandu yang melakuidak pidana narkotika

serta agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini nantinya akan dibahas beberagdayang dapat dalam
sistematika sebagai berikut:

Bab 1. Berisi pendahuluan yang didalamnya terthiri beberapa sub bab
antara lain latar belakang, pokok permasalahamjatujpenelitian, kerangka
konsepsional, metode penelitian, kegunaan teatdis praktis serta sistematika
penulisan.

Bab 2. Berisi penegakan hukum dalam tindak pidaar&otika, dimana
akan dibahas mengenai pengertian Pecandu, Penyalela dan Pengedar
Narkotika, proses penyelidikan, penyidikan, pentartuhingga pemeriksaan
sidang pengadilan. Dimana dalam Pasal 73 UU N&&m@enyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap |swamaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukaardbsarkan peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalabh Narkotika, sehingga
terdapat beberapa ketentuan yang membedakannyardéinglak pidana pada
umumnya.

Bab 3. Berisi kewenangan hakim dalam pemberiaahiétasi Pecandu
Narkotika yang terdiri dari kewenangan pada saaisgs peradilan dan

kewenangan pada saat putusan akhir. Disini ak@matpengaturan kewenangan
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hakim yang diberikan oleh UU Narkotika khususnyalgp@asal 103 dimana
hakim dapat memutus seorang Pecandu yang terbwéikokan tindak pidana
untuk direhabilitasi atau tidak direhabilitasi. I&e itu akan dilihat ketentuan
yang mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan yamgpat pada Pasal 103
tersebut dalam SEMA 04 tahun 2010 yang mensyardtleesifikasi atau batasan
tindak pidana tertentu yang dapat diputus rehabhilit

Bab 4. Analisis kasus yang didalamnya terdapatbeeian rehabilitasi
terhadap Pecandu yang melakukan tindak pidana tikakdisini akan diliat
putusan hakim yang berupa rehabilitasi besertanpeshgan hakim memutus
seorang Pecandu untuk dapat direhabilitasi sertdnamélasifikasi atau batasan
tindak pidana yang dilakukan oleh Pecandu yang tdgpuehabilitasi beserta
analisisnya.

Bab 5. Penutup akan terdiri dari simpulan danrsam@ng merupakan

jawaban dari pokok permasalahan serta saran dauiiBe
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BAB 2
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Penegakan hukum dapat diartikan penyelenggaralmmhwleh petugas
penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkegamti sesuai dengan
kewenangannya masing-masing menurut hukum yangkierMakna penegakan
hukum sebagai suatu proses selain penyelenggara@omh juga sebagai
penerapan hukum yang pada hakekatnya adalah dishezs/angkut keputusan
yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah peratowkum, melainkan sebagai
tindakan yang sah dengan unsur penilaian yang aetiadtara hukum dan etika.

Dalam membahas mengenai penegakan hukum tindakaidarkotika,
maka menjadi penting untuk membahas mengenai sulgal dimungkinkan
dikenakan ketentuan pidana dalam UU Narkotika. Kanemasing-masing subjek

memiliki kriteria sendiri yang dapat berpengarubdgautusan Hakim.

2.1 Pengertian Pecandu, Penyalah Guna dan Pengedar Narkotika

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaapetledaran gelap
Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakaidlkgan masyarakat,
bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Pgawasatan Rakyat
Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan dlitajPermusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telaherekomendasikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Bresiden Republik

! Bambang Poernom®&opla Dasar Teori — Asas Umum: Hukum Acara Pidana Da
Penegakan Hukum Pidan@/ogjakarta: Liberty,1993), hal. 282.

? Ibid.
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Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undangutgntlio. 22 Tahun 1997
tentang Narkotik&.

Sejalan dengan penjelasan umum yang terdapat déilhiarkotika yang
membedakan antara penyalahgunaan dan peredargnmgekotika, tujuan dari
UU Narkotika sendiri juga membedakan keduanya gaasal 4 huruf b dan c
yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan @anbglonesia dari
penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredgekap narkotika dan
prekursor narkotik4. Pembedaan keduanya menyebabkan pembagian siapa
dimaksud melakukan penyalahgunaan narkotika atawyafeEh Guna Narkotika
dan siapa yang dimaksud melakukan peredaran geldgtika atau Pengedar
Gelap Narkotika.

Penyalah Guna Narkotika dalam UU Narkotika diskdutadalah orang
yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melaw&onh Menggunakan
narkotika bagi dirinya sendiri adalah penggunaatkatika yang dilakukan oleh
seseorang tanpa melalui pengawasan ddkBanpa hak berarti tidak adanya
suatu hak untuk melakukan suatu perbuatan tertedalam hal ini izin dari pihak
yang berwenang atau berwajib. Sedangkan melawamunhuknenurut Vos
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukummdaéi formil dan melawan
hukum dalam arti materil. Yang dimaksud melawanumikdalam arti formil
adalah anasir yang melawan hukum positif tertididangkan menurut pelajaran
melawan hukum dalam arti materil, melawan hukunusatitafsirkan sebagai
melawan hukum tertulis maupun hukum tidak tertu®hingga berdasarkan
penafsiran ini, maka hukum itu bukan hanya undamipog tetapi hukum

seluruhnya bahkan asas-asas hukum.

®Indonesia (1),0p.cit.,Penjelasan Umum.
* |bid., Pasal 4 huruf b dan c.

® 0.C. Kaligis,Narkoba & Peradilannya di Indonesia: Reformasi HokRidana Melalui
Perundangan dan PeradilaiBandung: Alumi, 2007), hal. 10.

® Utrecht,Hukum Pidana I(Surabaya: Pustaka Tinta Masa), hal 272.

" Ibid., hal 268-269.
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Berdasarkan ketentuan dari Pasal 127 UU Narkg#mabagian Penyalah

Guna yang dibagi menjai:

a) Penyalah Guna Narkotika (dalam arti bukan Pecaratdtika)

b) Pecandu Narkotika

c) Korban Penyalahgunaan Narkotika
Yang membedakan seorang Penyalah Guna dengan Belankbtika terletak
pada adanya ketergantungan pada narkotika baikasdisgk maupun psikis.
Faktor ketergantungan ini merupakan salah satuorfagang penting, bagi
pembedaan diantara keduanya. Sedangkan yang dichaksuk digunakan untuk
diri sendiri berarti narkotika tersebut dikonsunasau dipakai oleh Terdakwa
sendiri bukan untuk diberikan atau dijual kepadangrlain. Sedangkan yang
dimaksud Korban Penyalahgunaan Narkotika adala#os@sg yang tidak sengaja
menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdayapudi dipaksa, dan/atau
diancam untuk menggunakan narkofika.

Berbeda dengan pengertian Penyalah Guna Narkbtlddyarkotika tidak
memberika definisi yang jelas mengenai siapa yangksud dengan Pengedar
Gelap Narkotika. Dalam Pasal 1 hanya disebutkanw@aperedaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika adalah setiapigtag atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau raaldawkum yang ditetapkan
sebagai “tindak pidana narkotika dan prekursor otéc&”. Yang dapat menjadi
Pengedar Gelap Narkotika bila dilihat dari ketentypaédana yang terdapat dari
UU Narkotika selain orang dapat juga korporddsila kemudian melihat lingkup
peredaran narkotikd, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa PengedapGel
Narkotika adalah orang dan atau korporasi yang knkén setiap kegiatan atau

serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahakofNa, baik dalam rangka

8 Sujono,op.cit., hal. 294.

® Indonesia (1)pp.cit, Penjelasan Pasal 54.

1%1pid., Pasal 130.

* peredaran Narkotika yaitu setiap kegiatan ataanggmian kegiatan penyaluran atau
penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagandaukan perdagangan maupun

pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan &esetlan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Pasal 35 UU Narkotika.
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perdagangan maupun bukan perdagangan yang dilalsgcara tanpa hak atau
melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidaneotika.

Dalam definisi Pengedar Gelap Narkotika terseleutidpat kata yang
ditetapkan sebagai “tindak pidana narkotika”. Tikgédana narkotika dalam UU
Narkotika dibahas dalam bab ketentuan pidana. Dangaya terdapat tindak
pidana narkotika apa saja yang dilarang dan dapatam dengan pidana.

Dalam bab tentang ketentuan pidana tersebut terdayda pengaturan
tentang Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendidgpPasal 127 UU Narkotika.
Namun, Pasal tersebut tidak termasuk dalam peagdpiengedar Gelap narkotika
karena mengacu pada cakupan yang dimaksud melalpgw@aaran narkotika
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaaieal penyerahan narkotika,
baik dalam rangka perdagangan maupun bukan pergagamaupun
pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan &seldan pengembangan
iImu pengetahuan dan teknologi. Dimana dengan damiila digunakan untuk
diri sendiri berarti tidak masuk dalam definisi gedaran, meskipun ketentuan
Pasal 127 dirasa telah tepat dimasukan dalam bmtkan pidana, mengingat
penggunaan narkotika di Indonesia adalah hal yalagadg atau ilegal kecuali
untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau epdragmgan ilmu
pengetahuan dan teknoldgiSehingga setiap penyalahgunaan walaupun untuk
diri sendiri tetap dilarang dan dapat dikenai denggnksi pidana.

Hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan pesies yang ada
sebelumnya yaitu penyidikan dan penuntdtasghingga putusan yang dibuat
oleh hakim bukanlah suatu proses yang berdiri sentkrlebih dalam perkara
narkotika, hasil yang ditemukan sebelum prosesgargan misalnya saja barang
bukti sangat berpengaruh pada putusan hakim khyagudalam menangani

perkara narkotika yang dilakukan oleh Pecandu.

2|ndonesia (1)op.cit.,Pasal 7.

13 Wawancara Moestofa S.H., M.H, Hakim pada Pengadilegeri Jakarta Barat, tanggal
10 November 2011 pukul 13.30 WIB.
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2.2 Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan menurut KUHAP yaitu serangkaian tiratakpenyelidik
untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yashggdi sebagai tindak pidana
guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan gikayi menurut cara-cara
yang diatur dalam KUHAP!

Menurut M. Yahya Harahap penyelidikan merupakardaian tahap
pertama permulaan penyidikan, tetapi penyelidikakahblah suatu tindakan atau
fungsi yang berdiri sendiri terpisah dari penyidika Dari penjelasan tentang
penyelidikan yang disebutkan dalam KUHAP terseleldsj bahwa tujuan dari
penyelidikan itu adalah untuk dapat menemukan dpakmtu peristiva adalah
peristiwa pidana sehingga bila dalam peristiwaetaus ditemukan adanya tindak
pidana maka dapat dilakukan penyidikan. MenurutsBmeYuwono bahwa
lembaga penyelidikan disini berfungsi sebagai “@emg” apakah suatu peristiwa
dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehinggaatiégrhindar dari kekeliruan
upaya paks&’

Latar belakang urgensi adanya penyelidikan adakatindungan dan
jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya pei@yadan pembatasan yang
ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pasgawdan adanya ganti
kerugian dan rehabilitasi, serta dikaitkan bahwiaki setiap peristiva adalah
tindak pidana, maka sebelum melangkah pada tahapdiean perlu ditentukan
terlebih dahulu dari data dan keterangan bahwa megrbanar peristiwa tersebut
adalah tindak pidand.

Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik yang adaahap Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut PERDisini ditegaskan

% Indonesia (2)op.cit, Pasal 1 angka 5.
' Sujono,op.cit., hal. 147.

' Harun M. HuseinPenyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidgdakarta: Rineka
Cipta), 1991, hal. 55.

Y Ibid.

'8 |ndonesia (2)op.cit., Pasal 4.
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bahwa penyelidik adalah setiap Pejabat POLRI dimaeagan demikian
penyelidikan menurut M. Yahya Harahap adalah “matiagpnggal POLRI"™®

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atengg@duan tentang

terjadinya suatu peristiva yang diduga adalah kngédana wajib segera
melakukan penyelidikan yang diperluk&hSecara garis besar kewenangan
penyelidik dibagi atas kewenangannya sendiri damek@ngan yang didapatnya
dari penyidik*

a. Kewenangan penyelidik:

1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang teai@anya tindak
pidana. Apabila penyelidik menerima suatu laportau gpengaduan
dari seseorang penyelidik mempunyai hak dan kewamjiluntuk
menindaklanjuti laporan ataupun pengaduan tersdtagoran atau
pengaduan yang dapat diterima oleh penyidik yaita Hiajukan
secara tertulis dan harus ditandatangani oleh peltpu pengadu, bila
diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyetdik ditandatangani
oleh pelapor atau pengadu dan penyidik, bila pelapau pengadu
tidak dapat menulis, maka dicatat dalam laporaigyaduart’

2) Mencari keterangan dan barang bukti. Hal ini dikaju untuk dapat
mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterandan, bahan
bukti sebagai landasan hukum untuk memulai pengitik

3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan mealary serta
memeriksa tanda pengenal diri;

4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang jawab.

b. Selain itu penyelidik juga memiliki kewenangaanyg lahir karena perintah

penyidik kepada penyelidik berup&:

% M. Yahya Harahap (1)Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:
Penyidikan Dan PenuntutafJakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 103.

2 A, SoetomoHukum Acara Pidana Indonesia Dalam Prakt@kystaka Kartini, 1990),
hal. 18.

! Indonesia (2)pp.cit, Pasal 5.
2 Harahap (1)op.cit., hal.103-104.

2 |pid., hal. 105.
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1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penghgele dan

penyitaan.

2) Pemeriksaan dan penyitaan surat.

3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu plerirganyidik,
penyelidik wajib segera melakukan tindakan yangrditkan dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b KUHAP vyaitu berupa penangkapan, larangeeninggalkan tempat,
penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan aamygtirat, mengambil sidik
jari dan memotret seseorang, membawa dan menghatagdseorang pada
penyidik® Setelah melakukan kegiatan tersebut diatas, piityelajib membuat
berita acara dan melaporkannya kepada penyidilesaid@ukunt®

UU Narkotika tidak memberikan pengaturan khusus geeai
penyelidikan sebagaimana pengaturan mengenai plaryjd penuntutan dan
pemeriksaan pada sidang pengadifadehingga ketentuan penyelidikan untuk
tindak pidana narkotika mengacu pada KUHAP.

Dalam tindak pidana narkotika, Badan Narkotika N@aal (selanjutnya
disebut BNN) diberikan wewenang untuk melakukan ypedikan dan
penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap tikekalan prekursor
narkotika®® Dan lebih lanjut bahwa Deputi BNN Bidang Pembeaaanlah yang
berwenang melakukan penyelidikan terhadap tindakena narkotika/prekursor
narkotika?®

Dengan diterimanya laporan atau pengaduan atauma® tentang telah

terjadinya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pejgdadg) berwenang di instansi

4 Indonesia (2)op.cit, Pasal 5.
% Soetomopp.cit, hal. 19.

% Ibid.

" Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 73.
?® Ibid., Pasal 71.

? Indonesia (3)Peraturan Presiden tentang Badan Narkotika NasipRarpres No. 23
Tahun 2010, Pasal 19 huruf b.
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penyidikan setelah memerintahkan untuk menelitiekalpan laporan tersebut
apakah sudah cukup alasan hukum dan bukti-buktmylean dimulainya
penyidikan, maka dikeluarkanlah surat perintah fuikagn >

Penyidikan sebagaimana telah disinggung diawallahte diatur
ketentuannya pada UU Narkotika. Dimana penyidikgenuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyatalag dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika dilakukan berdesa peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU Narkatik

Pengetahuan dan pengertian mengenai penyidikajadiesangat penting
karena hal ini menyangkut langsung terhadap perséathak asasi manusfa.
Pengertian mengenai penyidikan mengacu pada péemgeyang diberikan
KUHAP yaitu serangkaian tindakan yang dilakukarhgbenyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencimn mengumpulkan
bukti, yang dengan bukti terseboembuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkatiya.

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang adalahapaj POLRI atau
pejabat Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebNS)P tertentu yang diberi
kewenangan khusus oleh undang-und¥ndgerdasarkan Pasal 7 KUHAP
penyidik berwenang untukenerima laporan atau pengaduan dari seorang tentan
adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertarda paat ditempat kejadian,
menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriaadat pengenal diri
tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, ped@gen dan penyitaan,
melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengardii jari dan memotret
seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperdebagai tersangka atau

saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukanndadibungannya dengan

% Hamrat Hamid dan Harus M. HuseRembahasan Permasalah KUHAP Bidang
Penyidikan (Jakarta: Sinar Grafika 1992), hal. 36.

% Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 73.
32 Andi HamzahHukum Acara Pidana Indonesi@lakarta:Sinar Grafika, 2008), hal. 120.
% Indonesia (2)pp.cit., Pasal 1 angka 2.

*bid., Pasal 1 ayat (1).
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pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian pleayidierta mengadakan
tindakan lain menurut hukum yang bertanggung javab.

Adapun penyidik yang berasal dari PNS wewenangsggsuai dengan
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masisgiga Dalam
pelaksanaan tugasnya Penyidik PNS di bawah koaididan pengawasan
penyidik yang dari pejabat kepolisidh.

Dalam UU Narkotika telah disebutkan bahwa Penyi@®®LRI dan
Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terpadanyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotémasarkan UU Narkotik¥.
Penyidik BNN yaitu pejabat POLRI dan Penyidik PN&Swsi dengan ketentuan
perudang-undangafi. Dalam melaksanakan penyidikan, Penyidik BNN

berwenang untuf®

a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan sketarangan
tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran getlptika dan
prekursor narkotika.

b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakuka
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dakurgor
narkotika.

c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya selsagai.

d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan dahganaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkoté@asmemeriksa
tanda pengenal diri tersangka.

e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang buktiaki pidana
dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkagikgorekursor
narkotika.

f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang panganaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dakurngor
narkotika.

% |bid., Pasal 7.

% R. Soesilo (2)Tugas Kewajiban Dan Wewenang Penyidik, Jaksa HaRaam
Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHABopgor: Politeia, 1984), hal. 19.

3" Indonesia (1)pp.cit, Pasal 81.
% Indonesia (3)pp.cit, Pasal 41.

% Indonesia (1)pp.cit, Pasal 75.
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. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap néko dan

prekursor narkotika di seluruh wilayah juridiksisianal.

Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyatetagu dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotédtelah terdapat
bukti awal yang cukup.

Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubuag genyerahan
di bawah pengawasan.

Memusnahkan narkotika dan prekursor narkotika.

Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, te® aéaksiribonukleat
(DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.

Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, Migatadan

tanaman.

Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman mefmaidan alat-
alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai igéou dengan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dakurgor
narkotika.

Melakukan penyegelan terhadap narkotika dan prekunsrkotika
yang disita.

. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan rgardukti

narkotika dan prekursor narkotika.

Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalarauhgannya
dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredgedap
narkotika dan prekursor narkotika.

Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bulkdamya dugaan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dakurgor
narkotika.

Selain kewenangan yang ada dalam penyidikan bagyiik BNN

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 75 UU Narkatgkeapat kewenangan

yang disebutkan kemudian secara terpisah dalam| RBfsaJU Narkotika.

Kewenangan Penyidik BNN yang dimaksud adalah ufftuk:

a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka,bdasng bukti,

b.

termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksanRe Umum.
Memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga kemakgnnya
untuk memblokir rekening yang diduga dari hasilysdahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotik#l tarsangka atau
pihak lain yang terkait.

40hid., Pasal 80.
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c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau dganlikeuangan
lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yaaggederiksa.

d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan daaligis Transaksi
Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dadg@an gelap
narkotika dan prekursor narkotika.

e. Meminta secara langsung kepada instansi yang bangemntuk
melarang seseorang bepergian ke luar negeri.

f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersdeglada instansi
terkait.

g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangaansaksi
perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencaduerstara izin,
lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimoikh tersangka yang
diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hudnmg dengan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dakurgor
narkotika yang sedang diperiksa.

h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansiegak hukum
Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkagem penyitaan
barang bukti di luar negeri.

Dari kedua pengaturan mengenai kewenangan penyatik) diberikan
oleh KUHAP maupun oleh UU Narkotika tersebut, teti bahwa kewenangan
yang dimiliki oleh Penyidik BNN lebih banyak dibangkan dengan kewenangan
yang diberikan oleh KUHAP. Namun perbedaan terselapiat dijelaskan pada
Pasal 81 UU Narkotika bahwa sebenarnya kewenangayidgpkan pada Penyidik
BNN dan Penyidik POLRI adalah sama dalam kerangkalg@rantasan narkotika.
Sehingga kewenangan yang diberikan UU NarkotikaadapPenyidik BNN
berlaku pula bagi Penyidik POLRI. Tidak ada yangesior, satu sama lain
bekerja sama untuk memberantas peredaran gelagptikark

Penyidik dalam perkara narkotika dapat memperokdhat bukti
sebagaimana dimaksud dalam KUHAP serta alat baiktff Dalam KUHAP alat
bukti yang sah ditentukan dalam Pasal 184 yaitu:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli
c. Surat

d. Petunjuk

“1 Sujono,op.cit., hal. 154.

2 Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 86.
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e. Keterangan terdakwa

Kesaksian yaitu suatu keterangan dimuka hakim alesgmpah, tentang
hal-hal mengenai kejadian tertentu yang ia deriieat, dan alami sendiff Yang
dimaksud dengan keterangan saksi dalam KUHAP adsd&h satu alat bukti
dalam perkara pidana yang berupa keterangan deasii s@ngenai suatu peristiwa
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri danalami sendiri dengan
menyebut alasan dari pengetahuanny&‘itu.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikeh gseorang yang
memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperfukantuk membuat terang
suatu perkara pidana guna kepentingan pemerikS&edangkan menurut Pasal
186 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang ahli nkatadi sidang pengadilan.
Dalam prakteknya dapat juga sudah diberikan padd@u@emeriksaan atas dasar
permintaan penyidik atau penuntut umum yang ditkanglalam bentuk laporan
dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia nmeaejabatan atau
pekerjaan, laporan biasanya dilampirkan dalam Isepkakard?®

Alat bukti surat sebagaimana tersebut dalam Pe&&layat (1) huruf c
KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkagatesumpah adaléh

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi ydihgat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapagagg memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yag @idetijhat atau yang
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yangsjelan tegas tentang
keterangan itu.

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan dangiundangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yangasuk dalam tata

3 Soesilo (1)pp.cit, hal. 113.

4 Indonesia (2)pp.cit.,Pasal 1 angka 27.
5 |bid., Pasal 1 angka 28.

¢ Soesilo (1)pp.cit, hal. 116.

" Djoko Prakoso (2)Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam ProBédana,
(Yogjakarta: Liberty, 1988), hal. 87.
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laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangruhjpukkan bagi

pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuatapanderdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaandyainga secara resmi
daripadanya.

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hudoumga dengan isi alat
pembuktian yang lain.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan lapmparan tersebut sebenarnya
tidak berbeda dengan keterangan-keterangan s#gi teucapkan secara tulisan.
Oleh sebab itu, sebenarnya bahwa pejabat-pejaisabte diatas dibebaskan dari
menghadap sendiri di muka hakim. Selain surat resmnjadi penting bagi
pembuktian adalah surat yang berasal atau dibuatatia ditanda tangani oleh
terdakwa dan surat yang tidak dibuat oleh terdatetapi dialamatkan kepada
terdakwa dan berada di tanganfi$a.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaamg karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan ganmgmaupun dengan tindak
pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah tegadiu tindak pidana dan siapa
pelakuknyd.’ Petunjuk ini didapat dari persesuaian antara &etgm saksi, surat
dan keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwakayatiisidang tentang
perbuatan yang ia lakukan atau yang diketahui semttiu alami sendir’
Menurut Yahya Harahap, keterangan terdakwa selzdgiabukti yaitu apa yang
terdakwa nyatakan atau jelaskan di sidang pengadidea apa yang dinyatakan
adalah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan ap@u yang ia ketahui

berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedaegldip>*

*® Ibid., hal. 88-89.

“9 Indonesia (2)lbid., Pasal 188.

*%bid., Pasal 189.

L M. Yahya Harahap (2Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, KasasiRkmnjauan Kembal{Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), hal. 319.
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Sedangkan alat bukti lain yang dimaksud dalam Hdkbtika adalah alat
bukti yang berupa informasi yang diucapkan, dikkam, diterima, atau disimpan
secara elektronik dengan alat optik atau yang sedepgan itu, dan data rekaman
atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/athdengar, yang dapat
dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu saeikayang tertuang di atas
kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupuog jerekam secara elektronik,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:

a. Tulisan, suara, dan/atau gambar.

b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

c. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perfoyasig memiliki makna
dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca amahaminya’
Mengenai alat bukti lain yang ditentukan dalam UNarkotika

sebagaimana disebut diatas meskipun tidak terddptm KUHAP namun

pengaturan mengenai alat bukti elektronik di Indometelah lama dikenal
meskipun pengaturan alat bukti elektronik masitsifer parsial dalam arti hanya
dapat digunakan dalam tindak pidana tertentu. i&eidengan perkembangan
teknologi yang memungkinkan penggunaan teknologieiéu dalam tindak

pidana, maka dalam Undang-Undang Informasi dan shims  Elektronik

disebutkan bahwa informasi elektronik dan atau duku elektronik dan/atau
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang $ethih lanjut dinyatakan

bahwa alat bukti tersebut merupakan perluasan alaribukti yang sah sesuai
dengan hukum acara yang berlaku di Indon&sia.

Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti unt@knbuat terang
tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemsiama tersangkanya, kadang-
kadang penyidik harus menggunakan upaya paksargangurangi kemerdekaan
seseorang serta mengganggu kebebasan. Namun gardgamin dan dilindungi
oleh undang-undang, selama penggunaan wewenang ditakganakan oleh
penyidik tersebut sesuai dengan ketentuan undadgAgn yang memberi

wewenang. Hal tersebut karena bila terjadi pelarsgghak asasi manusia yang

*2 Indonesia (1)pp.cit., Pasal 86 ayat (2).

%3 Indonesia (4)Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Etelik, UU No.
11 Tahun 2008, LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 484B0n 2008, Pasal 5.
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tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukaangadndang, maka terhadap
penyidik dapat pula diambil tindakan hukd.

Tindak pidana narkotika selain sebagai kasus yaergis didahulukan
penyelesaiannya dari perkara |aijuga terdapat pula beberapa pengaturan yang
membedakan penanganan perkara narkotika dibandirdg@gan perkara pidana
pada umumnya. Hal ini terutama terkait dengan kewgan yang diberikan

kepada Penyidik BNN mengenai upaya paksa.

2.2.1 Penangkapan Dan Penahanan

Definisi penangkapan yang diberikan oleh KUHAP yatatu tindakan
penyidik berupa pengekangan sementara waktu kedbebsesrsangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepgatin penyidikan atau
penuntutan dan atau peradifén.

Penangkapan dilakukan kepada seorang tersangka dgiaiga keras
melakukan tindak pidana, serta dugaan tersebukdmdudengan bukti permulaan
yang cukup. Yang dimaksud bukti permulaan yang pullah bukti permulaan
untuk menduga adanya tindakan pidana, jadi peripaatangkapan tidak dapat
dilakukan dengan sewenang-wendhd.amanya penangkapan yang ditentukan
dalam KUHAP yaitu paling lama 1 (satu) hari. Nandemikian, penangkapan
pada tindak pidana narkotika berbeda lamanya dengmiak pidana pada
umumnya yang ditentukan paling lama satu hari,rddPasal 76 UU Narkotika
ditentukan lamanya penangkapan yaitu paling lamxa23 (tiga kali dua puluh
empat) jam terhitung sejak surat penangkapan wmhgerpenyidik. Dan dapat
diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua putmpat) janT®

** Soetomopp.cit., hal, 22.
%5 Indonesia (1)pp.cit, Pasal 74.
%% Indonesia (2)pp.cit, Pasal 1 angka 20.

" R. Soesilo (1)Hukum Acara Pidana: Prosedur Penyelesaian Perkadafa Menurut
KUHAP Bagi Penegak Hukur(Bogor: Politeia, 1982), hal 30.

%8 Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 76.
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Dalam pelaksanaannnya, penangkapan harus dilakokeim petugas
POLRI. Petugas ini pada waktu melaksanakan tugashayus memperlihatkan
surat tugas serta memberikan kepada yang akangképnsurat perintah
penangkapan dimana tertulis didalamnya identitssautgka, menyebutkan alasan
penangkapan serta uraian singkat perkara kejahaag dipersangkakan serta
tempat ia diperiksa’

Penahanan yaitu penempatan tersangka atau terdiikigepat tertentu
oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim depgaretapanny¥ Penahanan
mempunyai arti penting karena dengan adanya peaahaapat mencegah
diulanginya perbuatan, dapat mencegah jangan sai@wsaingka atau terdakwa
melarikan diri dan dapat pula mempercepat pemerikstalam persidang&h.
Penahanan dimaksudkan untuk kepentingan penyidik@nuntutan serta
pemeriksaan pada sidang pengadilan. Untuk kepemtiqeenyidikan, penyidik
atau penyidik pembantu atas perintah penyidiklahgyberwenang melakukan
penahanan, sedang untuk kepentingan penuntutanynijpénumum yang
berwenang melakukan penahanan atau penahanan atgnjgedang untuk
kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan, hakimg @rwenang melakukan
penahanan.

Setiap penahanan atau penahanan lanjutan haruskaemsurat, dan
kepada keluarga tersangka atau terdakwa diberitpathusannya. Jika perintah
penahanan atau penahanan lanjutan tersebut dikatuasleh penyidik atau
penuntut umum, maka perintah tersebut berupa spesintah penahanan,
sedangkan apabila yang mengeluarkan hakim makapdesurat penetapan
hakim

Seorang tersangka atau terdakwa dapat dilakukaahpean terhadapnya
apabila memenuhi unsur subjektif serta unsur oifjsking telah ditentukan
dalam KUHAP. Unsur subjektif yang dimaksud yaitusésgka atau terdakwa

% Soesilo (1)pp.cit.,hal. 31
% Indonesia (2)pp.cit, Pasal 1 angka 21.

®1 Sudibyo TriatmojoPelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang AdanDala
KUHAP (Bandung: Alumni, 1982), hal. 29.

%2 Ibid., hal. 4.
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diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkakti byang cukup,
kekhawatiran akan melarikan diri, kekhawatiran akanerusak atau
menghilangkan barang bukti serta kekhawatiran batensangka atau terdakwa
akan mengulangi tindak pidana. Selain unsur subjethadap tersangka atau
terdakwa seperti tersebut diatas penahanan ataah@ean lanjutan yang
dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhatdmpangka atau terdakwa
haruslah memenuhi unsur objektifnsur objektif tersebut adalah tindak pidana
itu diancam dengan pidana penjara lima tahun &faih | atau tindak pidana yang
ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHABalam penjelasan Pasal 21
ayat (4) huruf b tersbeut juga disebutkan bahwsategka atau terdakwa pecandu
narkotika sejauh mungkin ditahan di tempat tertgrégng sekaligus merupakan

tempat perawataff.

2.2.2 Penyadapan

Penyadapan adalah kegiatan atau serangkaiantkegianyelidikan dan
atau penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik BNBuaPenyidik POLRI dengan
cara menggunakan alat-alat elektronik sesuai dekgaajuan teknologi terhadap
pembicaraan dan atau pengiriman pesan melaluidelepau alat komunikasi
elektronik lainnya. Termasuk pula didalamnya kemapemantauan elektronik
yang dilakukan dengan cata:

a. Memasang transmitter di ruangan atau kamar sasarauk mendengar
atau merekam semua pembicardaugging.

b. Memasang transmitter pada mobil atau orang ataanbalyang bisa
dilacak keberadaanyaifd dog).

c. Intersepsi internet.

d. Cloning pagey pelayan layanan singkat (SMS), dan fax.

e. CCTV (Close Circuit Television

%3 Ibid.
®|bid., Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b.

% Sujono,op.cit, hal. 155.
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f. Pelacakan lokasi tersangldiréction findej.

Melakukan penyadapan pada dasarnya merupakark tpidana. Dalam
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999, disebutkan baletiaps orang dilarang
melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yaajudkan melalui jaringan
telekomunikasi dalam bentuk apapun, pelanggaras k&entuan ini dapat
berujung pada pidana penjara paling lama 15 (liretash tahur?® Namun
demikian untuk tindak pidana narkotika ketentuamgemai penyadapan diatur
tersendiri dalam Pasal 77-78 UU Narkotika yaitu y@elapan dapat dilakukan
setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dakukian paling lama 3 (tiga)
bulan terhitung sejak surat penyadapan diterimgigiéndan hanya dilaksanakan
atas izin tertulis dari Ketua Pengadilan. Penyadagapat diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu yang sama yaitu paling laghdtiga bulan). Namun
dalam keadaan mendesak dimana penyidik harus nkalakypenyadapan,
penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis idetua Pengadilan Negeri lebih
dahulu. Namun penyidik wajib meminta izin tertukepada Ketua Pengadilan
Negeri mengenai penyadapan tersebut dalam wakitngdaima 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jar.

Ketentuan mengenai penyadapan yang diatur dalaniNBidotika diatur
lebih luas dengan maksud untuk mengantisipasi pd@rkagan informasi yang
digunakan oleh para pelaku tindak pidana narkotlka prekursor narkotika
dalam mengembangankan jaringannya baik nasionalpwmaunternasional.
Karena teknologi informasi yang demikian pesat bsrkang memiliki tendensi
dimaanfaatkan untuk keuntungan para pelaku krimeraebuf®

2.2.3 Penggeledahan

Menurut M. Yahya Harahap penggeledahan adalahyads@orang atau

beberapa orang petugas mendatangi dan menyurulri bgedeorang. Lantas

% Indonesia (5)Undang-Undang tentang Telekomunikasl) No. 36 tahun 1999, LN
No. 154 Tahun 1999, TLN No 3881. Tahun 1999, P48alan 56.

%" Indonesia (1)pp.cit., Pasal 77-78.

®® Ibid.
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petugas tadi memeriksa segala sudut rumah ataummerniksa sekujur tubuh
orang yang digeleddi. Dalam tindak pidana narkotika upaya paksa berupa
penggeledahan kerap sekali dilakukan, baik pendgkbn badan maupun
penggeledahan rumah. Hal tersebut tentu saja diudkis untuk melakukan
pemeriksaan serta menyita barang bukti terutamangabukti berupa Narkotika
atau prekursor narkotika.

Oleh sebab itu untuk kepentingan penyidikan, pkyilalam kasus ini
tentu saja Penyidik POLRI dan termasuk juga PekyBINN sesuai dengan
kewenangannya dalam Pasal 75 huruf e yaitu PenyBNN berwenang
memeriksa, menggeledah, dan menyita barang buRktaki pidana dalam
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dzkurgor narkotika, dapat
melakukan - penggeledahan rumah atau penggeledahakaiapa atau
penggeledahan badan menurut tata cara yang ditantiélam KUHAP. Yang
dimaksud dengan penggeledahan rumah yaitu tindagayidik untuk memasuki
rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnytukirmelakukan tindakan
pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkieam hal dan menurut
cara yang diatur dalam KUHAP. Sedangkan penggeteddiadan maksudnya
adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemenkbadan dan atau pakaian
tersangka untuk mencari benda yang diduga keraspada badannya atau
dibawanya serta untuk disif&.

Penggeledahan dilakukan dengan surat izin Ketusgd@#an Negeri
setempat. Terhadap penggeledahan rumah haruslaksi#@sn oleh dua orang
saksi apabila tersangka atau penghuninya menyefdgmun apabila tersangka
atau penghuni tidak ada atau menolak, maka hasakslkan oleh kepala desa
atau ketua lingkungan dengan membawa dua orang &= setelahnya dalam
waktu dua hari dibuat berita acara dan disampdiepada pemilik atau penghuni
rumah tersebuft:

% Mohammad Taufik Makarao dan Suhadfiyjkum Acara Pidana: Dalam Teori Dan
Praktek,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 48.

" Indonesia (2)pp.cit., Pasal 1 angka 17-18.

" |bid., Pasal 33.
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Dalam keadaan yang mendesak, dimana penyidik Issgsra bertindak
dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat iziretehl dahulu, penyidik dapat
melakukan penggeledahan tanpa izin Ketua Pengablitgeri. Penggeledahan
dapat dilakukarpada halaman rumah tersangka bertempat tinggaljdoeratau
ada dari yang ada di atasnya, pada setiap tempdaetaangka bertempat tinggal,
berdiam atau ada di tempat tindak pidana dilakukiau terdapat bekasnya, di
tempat penginapan dan tempat umum lainffya.

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan dalaad&an mendesak
tersebut, penyidik tidak diperkenankan memeriksa ahenyita surat, buku dan
tulisan lain yang tidak merupakan benda yang barhgan dengan tindak pidana
yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungagad tindak pidana yang
bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakdnk umelakukan tindak
pidana tersebut dan untuk itu wajib segera melapokepada Ketua Pengadilan
Negeri setempat guna memperoleh persetujuafihya.

Apabila penggeledahan dilakukan oleh penyelidik dgpa waktu
penangkapan, maka penyelidik tersebut hanya berngengnggeledah pakaian
termasuk benda yang dibawanya, apabila terdapaaatugeras dengan alasan
yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdagratabyang dapat disita.
Apabila waktu menangkap tersangka atau dalam hshrigka dibawa kepada
penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaiagnadau menggeledah badan
tersangkd?

2.2.4 Penyitaan Barang Bukti

Mengacu pada definisi yang diberikan oleh KUHAPM®@an adalah
serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alidn atau menyimpan
dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidg&rbky berwujud atau tidak
berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam pekgiti penuntutan dan

2 Makarao dan Suhasrip.cit., hal. 51.
®bid., hal. 51-52.

" Indonesia (2)pp.cit, Pasal 37.
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pemeriksaan di sidang pengadifarDari definisi tersebut dapat dilihat bahwa
yang dapat melakukan penyitaan adalah penyidikuarudari penyitaan adalah
untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukdragai barang bukti di muka

sidang pengadilan. Tanpa barang bukti, maka peridek dapat diajukan ke

sidang pengadilan. Oleh sebab itu agar perkaraltetdengkap dengan barang
bukti, maka dilakukan penyitaan untuk dipergunakbaik dalam proses

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pidaga®

Penyitaan dilakukan dengan surat izin Ketua Pdlagallilegeri setempat,
hal tersebut karena dekatnya penyitaan dengan pasam sementara hak milik
orang lain’” Sedangkan dalam hal sangat perlu dan mendesakaliPenyidik
harus segera bertindak dan hal tersebut tidak mgkmkan untuk mendapatkan
izin Ketua Pengadilan Negeri setempat maka penygdpat melakukan penyitaan
akan tetapi terbatas pada benda bergerak dan majdgporkannya segera kepada
Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetup@nda yang terhadapnya
dilakukan penyitaan, akan digunakan untuk pembnktBarang bukti dalam
perkara pidana yaitu barang yang mengenai mank didikukan (objek delik)
dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu @ag\dipakai untuk melakukan
delik. Termasuk pula barang bukti ialah hasil dhiik. Disamping itu ada yang
dapat dijadikan barang bukti sepanjang barang haetsemnempunyai hubungan
langsung dengan tindak pidan.

UU Narkotika tidak mengatur barang apa yang ddpakukan penyitaan
namun, salah satu barang bukti yang dapat dilakylemyitaan yaitu narkotika
atau prekursor narkotika. Hal tersebut sesuai deragsm yang terdapat dalam
Konvensi Tunggal NarkotikaS{ngle Convention On Narkotic Drug®961) dan
protokol yang mengubahnya terdapat ketentuan batestaadap delik-delik
budidaya, produksi, manufaktur, ekstraksi, persiapapemilikan, menawarkan,

menawarkan untuk dijual, distribusi, pembelian, jpalan, pengiriman istilah

"5 bid., Pasal 1 angka 16.
® Harahappp.cit hal. 265.
" Sujono,op.cit, hal. 181.

8 Ratna Nurul AfiahBarang Bukti Dalam Proses Pidan@akarta: Sinar Grafika 1989),
hal. 15.
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apapun, broker, pengiriman, pengiriman dalam ttamsansportasi, impor dan
ekspor obat yang bertentangan dengan ketentuareksinwi, dan setiap tindakan
lainnya yang mungkin bertentangan dengan ketentkamvensi ini dapat

dilakukan penyitaan terhadap setiap obat bius, redlahan dan perlengkapan
yang dipakai atau sengaja dipakai untuk melakuldahssatu dari delik-delik

tersebut’’

Penanganan terhadap barang bukti dalam tindak gidarkotika menjadi
sangat penting, terutama karena pembuktian tindidnp narkotika akan terkait
dengan barang bukti tersebut. Oleh sebab itu pearyityang dilakukan oleh
Penyidik POLRI atau Penyidik BNN terhadap narkotilean prekursor narkotika,
atau yang diduga narkotika dan prekursor narkotddau yang mengandung
narkotika dan prekursor narkotika tersebut wajlbkdikan penyegelan dan dibuat
berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakulBerita acara penyitaan
setidak-tidaknya harus memuat nama, jenis, sifan gumlah narkotika,
keterangan mengenai tempat dan waktu (jam, hargga, bulan, dan tahun)
dilakukan penyitaan, keterangan pemilik atau orgagg menguasai narkotika
dan prekursor narkotika, serta tanda tangan damtiide lengkap dari penyidik
yang melakukan penyita&h.

Penyitaan yang dilakukan terhadap narkotika dakyssor narkotika, atau
yang diduga narkotika dan prekursor narkotika, g mengandung narkotika
dan prekursor narkotika, haruslah diberitahukarallepKepala Kejaksaan Negeri
setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga €ah puluh empat) jam sejak
dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikaradeeKetua Pengadilan
Negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Peng@mg dan Makanaft.
Sedangkan apabila yang melakukan penyitaan adadalyidk PNS maka ia
wajib membuat berita acara penyitaan dan menyenablk@ang sitaan tersebut
beserta berita acaranya kepada Penyidik BNN atawyidie POLRI setempat

® Kementrian KehakimarPertemuan limiah Tentang Penyitaan Hak Milik fkela
Tindak Pidana Narkotika(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departéfehakiman,
1994). hal. 39-40.

8 Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 87.

# Ibid.
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dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puérhpat) jam sejak dilakukan
penyitaan dan membuat tembusan berita acaranyad&elapala Kejaksaan
Negeri setempat, Ketua Pengadilan Negeri setervgtteri, dan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan. Penyerahan barang séadini dapat dilakukan
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari ljkekaitan dengan daerah yang
sulit terjangkau karena faktor geografis atau farnssi. Dan penyidik
bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanamglsitaan yang berada
di bawah penguasaann¥a.

Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan p&®s@an di sidang
pengadilan, Penyidik POLRI atau Penyidik BNN meinkan sebagian kecil
barang sitaan narkotika dan prekursor narkotikaukurijadikan sampel guna
pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanatalam waktu paling lama 3 x
24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakuk@enyitaarf® Penguijian di
laboratorium dalam perkara narkotika penting undi@ipat memastikan apakah
barang bukti yang disita tersebut merupakan na@atiau prekursor narkotika.

Kepala Kejaksaan Negeri setempat yang menerimmo@etahuan tentang
penyitaan barang narkotika dan prekursor narkatédea penyidik, nantinya dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkéatiss barang sitaan tersebut
apakah akan digunakan untuk kepentingan pembulierkara, kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kiegant pendidikan dan
pelatihan, atau untuk dimusnahk4n.

Dari penetapan yang dibuat oleh Kepala kejaksaageNl setempat, maka
akan ada dua kemungkin&h:

1. Bila barang sitaan narkotika dan prekursor narkotiktetapkan untuk
dimusnahkan, maka wajib dimusnahkan dalam waktungalama 7
(tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapanyse@han dari Kepala
Kejaksaan Negeri setempat. Lalu penyidik wajib meatibberita acara

8 bid., Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (1).
% Ibid., Pasal 90.
# bid., Pasal 91.

% Ibid.
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pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (saiudkal puluh empat)
jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan medrkemaberita acara
tersebut kepada Penyidik BNN atau Penyidik POLRierspat dan
tembusan berita acaranya disampaikan kepada Ké&egddksaan Negeri
setempat, Ketua Pengadilan Negeri setempat, Meutn Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan.

2. Bila barang sitaan untuk kepentingan pengembanigam pengetahuan
dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untw@pehtingan
pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kep&ladl Ban Kepala
POLRI dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhigusejak menerima

penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.

2.3 Penuntutan

Menurut Wirjono Prodjodikoro menuntut seorang #&sda di muka
hakim pidana adalah menyerahkan perkara seoranigkiga dengan berkas
perkaranya kepada hakim dengan permohonan supdym lmemeriksa dan
kemudian memutuskan perkara pidana itu terhaddpke®®

Penuntutan dalam tindak pidana narkotika tidakudikhusus dalam
ketentuan UU Narkotika, hamun demikian bila kemlmaélihat pada ketentuan
yang ada pada Pasal 73 maka dapat disimpulkan batewgenai penuntutan
tindak pidana narkotika kembali pada ketentuan yad@ dalam KUHAP.
Penuntutan merupakan tindakan penuntut umum yardgnpahkan perkara ke
pengadilan yang berwenang mengadili dalam hal denunut cara yang diatur
KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan dgpalieh hakim pada sidang
pengadilarf’

Yang berwenang untuk melakukan penuntutan adaéturpgut umum
terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suaituaddbm daerah hukumnya,
penuntutan dilakukan dengan melimpahkan perkara pkagadilan yang

berwenang mengadfif Penuntut umum menurut Pasal 13 KUHAP adalah jaksa

8 Hamzahpp.cit, hal. 162.

8" Indonesia (2)pp.cit.,Pasal 1 angka 7.
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yang diberi wewenang oleh undang-undang ini unteklakukan penuntutan dan
melaksanakan ketetapan hakim. selain melakukannpetam dan melaksanakan
ketetapan hakim, penuntut umum juga mempunyai waagrmenerima dan
memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyiddu gpembantu penyidik,
mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangaa pawdyidikan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan @yatengan memberi
petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan adap penyidik,
memberikan perpanjangan penahanan, melakukan pewrahlnjutan atau
mengubah status tahanan setelah perkaranya dilkapaiieh penyidik, membuat
surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilanenyampaikan
pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuawalen perkara disidangkan
yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakaapun kepada saksi, untuk
datang pada sidang yang telah ditentukan, menutukam@ demi kepentingan
hukum, mengadakan tindakan lain dalam lingkup tudas tanggung jawab
sebagai penuntut umum menurut undang-undang.

Dalam proses penuntutan ini, penuntut umum yangamgani perkara
narkotika, setelah menerima hasil penyidikan darenypdik segera
mempelajarinya dan menelitinya. Dalam waktu 7 {yjhari penuntut umum
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasityidikan itu sudah
lengkap atau belum. Jika hasil penyidikan ini tataybelum lengkap, penuntut
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyisiétdi petunjuk tentang
hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan daleaktu 14 hari sejak
tanggal penerimaan berkas, penyidik sudah haruyangmaikan kembali berkas
yang perkara kepada penuntut umum. Setelah penumwti menerima kembali
hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, iaesagmenentukan apakah berkas
perkara sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atlk dilakukan

penuntutan?

Bbid., Pasal 137.
8 |pid., Pasal 14.

% |pid., Pasal 138-139.
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Bila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasiyid&kan tersebut
dapat dilakukan penuntutan, maka penuntut umumtaapeabuat surat dakwaan.
Selanjutnya penuntut umum melimpahkan perkara kegyd&tklan Negeri dengan
permintaan agar segera mengadili perkara tersemgath disertai surat dakwaan
yang telah dibuat:

2.4 Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Pada pemeriksaan sidang pengadilan perkara naakd@mpir sama
dengan pemeriksaan pada sidang acara biasa pgr&deaumumnya, diawali
dengan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum yamgdien diikuti dengan
eksepsi apabila ada dari terdakwa atau penasekainimya. Berikutnya akan ada
putusan sela dan dilanjutkan pada proses pembuktian

Dalam UU Narkotika, pemeriksaan pada sidang pelagadliidasarkan
pada ketentuan KUHAP yang berarti sama dengan [lesaan perkara pidana
pada umumnya kecuali ditentukan lain dalam UU Nigkiko Mengenai
pembuktian suatu tindak pidana dalam KUHAP disakatapada ketentuan yang
ada berdasarkan Pasal 183 dimana hakim tidak noégiiatuhkan pidana kepada
seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangogaatat bukti yang sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidanardssear terjadi dan bahwa
Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bydig dimaksud dalam UU
Narkotika adalah apa yang telah disebutkan diataspa®

1. Alat bukti yang sah yang terdapat dalam Pasal 184 AP berupa:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat
d. Petunjuk
e

. Keterangan terdakwa

%1 |bid., Pasal 140 dan 142.

%2 Indonesia (1),0p.cit, Pasal 86.
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2. Alat bukti lainnya berupa informasi yang diucapkdikirimkan, diterima,
atau disimpan secara elektronik dengan alat opdilk yang serupa dengan
itu, dan data rekaman atau informasi yang dapdtadildibaca, dan/atau
didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau teaptuan suatu sarana
baik yang tertuang di atas kertas, benda fisikppaselain kertas maupun
yang terekam secara elektronik, termasuk tetapktidrbatas pada:

a. Tulisan, suara, dan/atau gambar.

b. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya.

c. Huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perfoyasig memiliki
makna dapat dipahami oleh orang yang mampu meméatzea
memahaminya>

Selain alat bukti dalam pembuktian suatu perkapartlikan juga barang
bukti sebagai sarana bagi hakim untuk mencari da@memukan kebenaran
materil serta memperkuat keyakinan dalam memutusketu perkara pidana.
Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yenagjdan merupakan suatu
rangkaian yang tidak dapat dipisahRanTerutama dalam perkara narkotika,
hampir dapat dipastikan bahwa barang bukti merjadarusan karena objek dari
tindak pidana itu sendiri adalah narkotika.

UU Narkotika tidak memberikan pengaturan mengedai bukti atau
barang bukti tertentu yang disyaratkan untuk mesggatkan seorang Terdakwa
adalah Pecandu Narkotika. Dalam UU Narkotika hamgamberikan penjelasan
bahwa Pecandu adalah orang yang menggunakan atanyalatggunakan
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan padetia, baik secara fisik
maupun psikis>

Dari definisi tersebut setidaknya yang harus diiiak adalahpertama
orang tersebut menggunakan atau menyalahgunakatotikar disini tidak
dijelaskan bagaimana cara seorang menggunakan atanyalahgunakan

narkotika, namun pada prakteknya cara penggunaanpanyalahgunaan tersebut

% bid., Pasal 86 ayat (2).
% Afiah, op.cit., hal 20.

% Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 1 angka 13.
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adalah dengan cara dikonsumsi hal tersebut tetk@sur kedua yang harus
dibuktikan untuk mengategorikan seseorang sebagaiasg Pecandukedua
orang tersebut dalam keadaan ketergantungan pattatika. Untuk melihat
apakah terdakwa adalah Pecandu, seorang hakim atmsiéh dari riwayat
terdakwa, keadaan terdakwa pada saat sidang, adamgiapernah direhabilitasi
yang dikuatkan dengan adanya keterangar&hli.

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan perkara nkakotterdapat
ketentuan yang membedakannya dengan perkara padenya pemeriksaan,
terutama pada saat pemeriksaan saksi di sidancagiary Hal tersebut terkait
perlindungan terhadap pelapor sebagaimana disebdtdam Pasal 99 dan Pasal
100 UU Narkotika.

Dalam Pasal 99 diatur bahwa identitas pelapor d@lemeriksaan sidang
pengadilan dilarang diucapkan baik oleh saksi ataupereka yang bersangkutan
dengan perkara tindak pidana narkotika. Larangamliperkuat dengan adanya
himbauan hakim terhadap saksi ataupun mereka yamgamgkutan dengan
perkara tindak pidana narkotika untuk tidak nama alamat atau segala sesatu
yang dengannya identitas pelapor dapat diket&hui.

Disini dapat dilihat bagaimana UU Narkotika “ini ingmelindungi
pelapor, perlindungan terhadap pelapor jelas satigatuhkan mengingat tindak
pidana narkotika adalah tindak pidana yang demitgéesrganisir. Seseorang yang
melaporkan adanya tindak pidana narkotika bisa gadn merasa terancam bila
tidak ada perlindungan yang diberikan kepadany#in3epelapor pada undang-
undang ini tidak tersedia, namun demikian bila heglidari definisi laporan yang
terdapat dalam KUHAP maka yang dapat disimpulkahwaa pelapor dalam
tindak pidana narkotika adalah orang yang membertan tentang adanya atau
akan terjadinya tindak pidana narkotika atau pre#urnarkotika dan orang
tersebut memberitahukan karena kewajibannya beldasaundang-undang

kepada pejabat yang berwendfg.

% Wawancara Moestofa S.H., M.H, Hakim pada Pengadilegeri Jakarta Barat, tanggal
10 November 2011 pukul 13.30 WIB.

" Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 99.

% Sujono,op.cit., hal. 203.
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Selain dari ketentuan pada Pasal 99 tersebut diegefapat pula
pengaturan mengenai perlindungan bagi saksi, pelppayidik, penuntut umum,
dan hakim beserta keluarganya dalam hal memerikskam narkotika dari
ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ataamgat baik sebelum, selama
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Pademluni diberikan oleh
Negara’®

Proses selanjutnya setelah pembuktian adalah &mtpidana yang
diajukan oleh penuntut umum yang selanjutnya peaalpelyang dilakukan baik
oleh terdakwa dan atau oleh penasehat hukumnya.u#iam penuntut umum
dapat menjawab pembelaan tersebut, proses jawabjawam ini dapat
berlangsung dengan ketentuan terdakwa mendapatitaan gterakhir untuk
menjawab:*°

Proses terakhir dalam pemeriksaan sidang pengadiitah putusan
Hakim. Menurut KUHAP putusan perkara pidana tertlagm macam putusan
hakim, ketiga macam putusan tersebut diatur dalasalpl91 ayat (1), ayat (2),
serta Pasal 193 ayat (1). Ketiga putusan tersepatdiirinci sebagai berildit:

1. Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakWagspizak).
Putusan Bebas diberikan jika pengdilan berpendapatva dari hasil
pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atasugterb yang
didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sahraaryakinkart’?

2. Putusan yang berisi pelepasan terdakwa dari semgafaitan hukum
(onsslag van alle rechtsvervolghgPutusan lepas dari segala tuntutan
hukum diberikan jika pengadilan berpendapat bahweuyatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi pedbuaitu tidak

merupakan suatu tindak pidaf?a.

% Indonesia (1)pp.cit.,Pasal 100.
19 1ndonesia (2)op.cit.,Pasal 182 ayat (1).

191 pjoko Prakoso (1)Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukeara
Pidana (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 304.

%3ndonesia (2)op.cit., Pasal 191.

198 |pid.
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3. Putusan yang berisi suatu pemidanaawerdordeling. Putusan
pemidanaan diberikan apabila pengadilan berpendagiava terdakwa
terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang ldid&an kepadanya.
Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidareans didasarkan
pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidama didakwakan,
sedangkan mengenai ukuran hukuman diserahkan ja@mi@a pada
hakim:**

Dalam tindak pidana narkotika putusan yang beusitu pemidanaan ada
dapat berupa pidana denda, pidana penjara, atangicehabilitasi. Khusus
rehabilitasi merupakan putusan yang diberikan dlgkim kepada seorang yang

terbukti adalah Pecandu Narkotika sebagai amamat/tdeNarkotika’®®

1% Harahap (2)op.cit, hal. 354.

19 |ndonesia (1)op.cit,. Pasal 103.

Universitas Indonesia

Implementasi kewenangan ..., Tiwie Wulandari, FH Ul, 2012



43

BAB 3
KEWENANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN REHABILITAS

3.1 Rehabilitas Pecandu Narkotika

Zat-zat narkotika memiliki daya pencanduan yargphbnenimbulkan si
pemakai bergantung hidupnya kepada narkotika. Eiebut dapat dihindari
apabila pemakaian diatur menurut dosis yang dapartdnggungjawabkan
secara medis dan farmakologis. Untuk itu pemakaiarkotika memerlukan
pengawasan dan pengendalian. Pemakaian di luaawesgn dan pengendalian
dinamakan penyalahgunaan narkofika.

Pengobatan dan perawatan terhadap Pecandu Narkidakukan melalui
fasilitas rehabilitasi. Rehabilitasi bagi Pecandarkdtika dilakukan dengan
maksud untuk memulihkan dan mengembangkan kemamiminmental dan
sosial penderita yang bersangkufan.

Ada dua macam rehabilitasi yaitu rehabilitasi reatin rehabilitasi sosial.
Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiaagobatan secara terpadu
untuk membebaskan Pecandu dari ketergantungantitark®engan rehabilitasi
medik ini dimaksudkan agar Pecandu benar-benart seltara fisik dalam arti
komplikasi medis diobati dan disembuhKarRehabilitasi medis Pecandu
dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarak#n diah pemerintah maupun

swasta yang ditunjuk Mentri Kesehatan. Namun telipri kesempatan kepada

! Soedjono Dirdjosisworddukum Narkotika Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni,
1987), hal. 3.

2 Gatot Supramondjukum Narkoba Indonesia (Jakarta: Djambatan, 2007), hal 191-192.
% Indonesia (6)pp.cit., Pasal 1 angka 6.

“Dadang HawariPenyalahgunaan & Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol & Zat
Adiktif), (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas KedokteranvBmsitas Indonesia, 2006), hal. 134.
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lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakéeh masyarakat dapat
melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dengyarat adanya
persetujuan dari Menteri Kesehatan. Selain meledb@abilitasi medis, proses
penyembuhan dapat dilakukan dengan rehabilitaglsos
Rehabilitasi sosial merupakan suatu proses kegiptanulihan secara
terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agaraseRecandu Narkotika dapat
kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupasyarakat. Rehabilitasi
sosial, yaitu upaya pembinaan bagi Pecandu Nagkaiiktuk mengembalikan
fungsi sosialnya sesuai dengan norma-norma kehndupesyarakat pada
umumnya, antara lain hubungan sosial, spirituatjlgd@, emosi, pola pikir,
kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan hukum. Adgposes pemulihan itu
sendiri melewati 6 periodé:
1. Periode Pra-PerawataRre-Treatment).
Pada periode ini Pecandu akan mencoba dengan berbag untuk
mengatasi proses ketergantungan fisik dan belajgukumengakui bahwa
dia tidak bisa mengontrol perilaku penggunaan rzako
2. Periode StabilisasSabilitation).
Pecandu akan belajar untuk tidak menggunakan narkoeémbuat kondisi
fisik lebih stabil dari gejala putus zat, belajartuk mengatasi tekanan
sosial dan masalah.
3. Periode Pemulihan AwaEérly Recovery).
Pecandu pada tahap ini membangun pola pikir menigaidak dapat lagi
menggunakan zat adiktif dan mulai untuk membangistera nilai
personal.
4. Periode Pemulihan Tengakli@ddle Recovery).
Pecandu memasuki masa transisi dimana ia mengdlambatan dalam
keterampilan bersosialisasi, namun ia sampai patede konsolidasi
diri.

® Supramonogp.cit., hal. 192.
® Indonesia (1)pp.cit., Pasal 1 angka 17.

" Abdi, “Proses Pemulihan”, http://www.bnn.go.id/fasfindex.php/konten/detail /deputi-
rehabilitasi/artikel/3060/proses_pemulihan.
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5. Periode Pemulihan Lanjut&te Recovery).

Pada saat ini diharapkan Pecandu sudah memilikhdegan spiritual,

memiliki prinsip hidup yang pasti dan menemukanngeian serta

semangat hidup
6. Periode PemeliharaaMéintenance).

Pecandu diharapkan mempertahankan kondisi beblash@adan mencoba

hidup kembali sebagaimana masyarakat pada umumeggad sistem

nilai hidup mereka yang baru.

Menurut National Institute of Drug Abuse (NIDA), sebagai Institut di
bidangDrug Abuse tertinggi di AS tidak ada satu model tritmen yaogok untuk
semua orang. Hal tersebut karena banyaknya ragatiobhtan (dari ganja,
alkohol sampai kokain, shabu, dll). Keragaman terséerpengaruh dalam hal
tritmen. Keanekaragaman tritmen bergantung padaek@@agaman obat-obatan
yang disalahgunakan. Bahkan tritmen juga tergantkacpkteristik dari si
pengguna. Namun yang jelas tritmen terhadap pemgaf@aan dan penyalahguna
obat-obatan harus meliputi baik terapi medis, tetagkah laku (konseling,
terapi kognitif, terapi sosial), terapi keagamatau&ombinasi dari semua ter&pi.

UU Narkotika salah satunya bertujuan untuk menjap@ngaturan upaya
rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna Bacandu Narkotika.
Pengaturan pemberian rehabilitasi terhadap Pecdwdikotika dalam UU
Narkotika diantaranya yaitu pengaturan:

a. Kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Bty Guna

Narkotika

b. Kewajiban lapor Pecandu Narkotika
c. Lembaga rehabilitasi
d. Kewenangan hakim memberikan rehabilitasi

Kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu dan korbary®ah Guna Narkotika

yang diatur UU Narkotika yang menyebutkan bahwaaReéa Narkotika dan

8 Agung, “Model-model tritmen untuk kecanduan na&blhttp://www.bnn.go.id/
portal/index.php/konten/detail/deputi-rehabilitahdard-terapi-rehabilitasi/4451/model-model-
tritmen-untuk-kecanduan-narkoba

® Indonesia (1)pp.cit.
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korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalaniabdiasi medis dan
rehabilitasi sosial® Pecandu dalam UU Narkotika adalah orang yang
“menggunakan” atau “menyalahgunakan” narkotika ddalam keadaan
ketergantungan pada narkotika, baik secara fisikupma psikis:' Dengan
demikian Pecandu dibagi menjadi:

a. Orang yang “menggunakan” narkotika dalam keadaaerdgantungan
pada narkotika baik secara fisik maupun psikissdniga mereka adalah
pasien yang berdasarkan indikasi medis diberikakotigia golongan I
dan Ill oleh dokter, pasien tersebut mempunyai ibyahg sah bahwa
Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawatuk digunakan
diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan maeraperundang-
undangan sehingga pasien tersebut dapat memilémnympan, dan/atau
membawa narkotika untuk dirinya sendfri.

b. Orang yang “menyalahgunakan” narkotika dalam kead@tergantungan
pada narkotika baik secara fisik maupun psikisndjslas bahwa mereka
adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa ek m@elawan
hukum!® yang dapat dibuktikan dengan tidak adanya buktigyaah
bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/ataubatva untuk
digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan katenperaturan
perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalah Glankotika
adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakamtikar karena dibujuk,
diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam umhg#nggunakan narkotik4.
Pembuktiannya tentu cukup sulit mengingat defimsmengacu pada awal mula
seseorang menggunakan narkotika. Pasal 54 UU Neakgiang mengatur

mengenai kewajiban Pecandu untuk melakukan reteshilnedis dan rehabilitasi

1% |ndonesia (1)lbid., Pasal 54.
bid., Pasal 1 angka 13.
'2|bid., Pasal 53.

31bid., Pasal 1 angka 15.

*1bid., Penjelasan Pasal 54.
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sosial belum menjelaskan bagaimana cara Pecandjalend@n kewajibannya
untuk melakukan rehabilitasi.

Untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi yaahearkotika
khususnya Pecandu Narkotika diperlukan keikutsertaang tua atau wali, guna
meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbirtgghadap anak-
anaknya yang menjadi Pecandu Narkotika dan bellupcumur. Oleh karena itu
orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yangirhetukup umur wajib
melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, remkéth dan/atau lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yangiitk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan mekthabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial. Sedangkan Pecandu yang telelwvash berkewajiban
melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganyapakia pusat kesehatan
masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga relshilinedis dan rehabilitasi
sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendamapengobatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehakilsasiaf'®

Disini dapat dilihat bahwa Pecandu wajib melaporki&i kepada pusat
kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lemiegabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintaltud mendapatkan pengobatan
dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis @éwabilitasi sosial. Selain dari
Pecandu yang wajib melaporkan diri terdapat pulangrtua atau wali dari
Pecandu Narkotika yang belum cukup umur atau kgéudari Pecandu. Bahkan
kewajiban bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukuopriserta orang tua atau
wali dari Pecandu yang belum cukup umur dengan eengdak melaporkan
diperkuat dengan ketentuan pidana bagifya.

Pelaksanaan wajib lapor bagi Pecandu Narkotikeud@dalam Peraturan
Pemerinta! Tujuan Peraturan Pemerintah ini adalah untuk meirieiak
Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobataatdanperawatan melalui

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, mentg&takan orang tua, wali,

15 Suparmonogp.cit., hal. 191.
% |ndonesia (1)lbid., Pasal 134.

" Indonesia(6),Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu
Narkotika, PP Nomor 25 Tahun 2011.
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keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tamgjguab terhadap Pecandu
Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbmga dan memberikan
bahan informasi bagi Pemerintah dalam menetapkaijakan di bidang
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan ddarpergelap Narkotik4.

Yang juga menjadi penting dengan dikeluarkanya tBexra Pemerintah
Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotiikdu yBab tentang
Rehabilitasi. Dikatakan bahwa seorang Pecandu yelab melaksanakan wajib
lapor, wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atababilitasi sosial. Kewajiban
tentang wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atanabilitasi sosial pada
peraturan pemerintah ini menurut penulis menjawadrtapyaan tentang
bagaimana kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu ashga dilakukan. Kewajiban
rehabilitasi bagi Pecandu dilakukan dengan adargmmajban lapor Pecandu
Narkotika yang kemudian disusul oleh kewajiban bditasi setelah adanya
laporan tersebut.

Selain dari kewajiban menjalani rehabilitasi medan/atau rehabilitasi
sosial yang disandarkan dari adanya kewajiban lapeln Pecandu, kewajiban
tersebut juga dapat berasal dari:

a. Putusan pengadilan jika Pecandu Narkotika térthdrsalah melakukan
tindak pidana narkotika.

b. Penetapan pengadilan jika Pecandu Narkotikak tiggbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika.

3.2 Kewenangan Hakim Dalam Pemberian Rehabilitasi

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat Peradilan Negarag diberi
wewenang oleh undang-undang untuk meng&tiliTugas hakim adalah
meneggakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasliui putusan atas

suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, sehinggasagmnya tersebut

8 hid.
9 Indonesia (1)pp.cit, Pasal 103

% Indonesia (2)pp.cit., Pasal 1 ayat (8).
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mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakgendsig’ Hakim dalam
memeriksa, mengadili dan memutus perkara harusasesengan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta wajib menggealgikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalanasyarakat® Dalam
menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyardiakim harus terjun ke
tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasgékarmampu menyelami
perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalasyarakat. Kata-kata
“terjun ke tengah-tengah masyarakat” tidak dapattiian secra harfiah sehingga
perlu dipelajari dan dikuasai teknik atau penembakum dalam menjatuhkan
putusan pemberian pidana didalam praktek pengafilan

Dalam perkara narkotika terutama yang melibatkeanaRdu Narkotika
didalamnya, peranan hakim menjadi sangat utamakumtenentukan apakah
Pecandu  tersebut dapat direhabilitasi atau tidakeng&uran mengenai
kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilikepada Pencandu
Narkotika, pada dasarnya dapat dilihat dari du& s@gu kewenangan yang ada
pada hakim untuk dapat melakukan penetapan padsegrperadilan dan
kewenangan pada putusan akhir yang dapat berupssgoutrehabilitasi atau
penetapan rehabilitasi.

3.2.1 Kewenangan Pada Proses Peradilan

Pada proses peradilan seorang tersangka maupuakwerdPecandu
Narkotika dapat ditempatkan pada lembaga rehadiifita Kemungkinan
penempatan saat proses peradilan tersebut jugssadkda pada Peraturan
Pemerintah No. 25 Tahun 20I0entang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu
Narkotika yang menyatakan bahwa Pecandu Narkoti#ey ysedang menjalani

proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaggbitéasi medis dan/atau

L Prakoso (1)pp.cit., hal. 292.

2 Indonesia (7),Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun
2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076 Tahun@@asal 25 ayat (2) dan Pasal 5.

2 Djoko Prakoso (3)Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan,
(Jakarta: Balai aksara: 1984), hal. 55.

4 Indonesia (1)pp.cit., Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b.
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rehabilitasi sosial. Penempatan tersebut merupakewenangan penyidik,
penunutut umum atau hakim sesuai dengan tingkatepksaan setelah
mendapatkan rekomendasi dari tim dokteDari ketentuan ini dapat dilihat
bahwa dimungkinkan adanya penempatan Pecandu MNakptda lembaga
rehabilitasi medis dan/ atau rehabiilitasi soseda saat penyidikan, penuntutan,
dan sidang pengadilan. Kemudian dalam Pasal ina plijelaskan bahwa
kewenangan untuk dapat menempatkan Pecandu teesddah kewenangan dari
penyidik, penuntut umum atau hakim yang didasarkaeda tingkatan
pemeriksaan.

Bila tersangka berada dalam proses penyidikan npé@yidik yang
berwenang, bila dalam proses penuntutan maka yamngehang adalah penuntut
umum, sedangkan terdakwa berada pada pemeriksaamngspengadilan maka
hakim yang berwenang untuk menempatkannya padaaganitehabilitasi sosial
atau medis setelah adanya rekomendasi dari timedoklamun demi adanya
kesesuaian dengan kewenangan hakim yang terdapai ddasal 103 UU
Narkotika Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. @hun 2011 tentang
Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dakmbaga Rehabilitasi
Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dalam SEMA tersét@wenangan penyidik dan
penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekdasi sekaligus
memperkuat rekomendasi tim dokter untuk penetapénrhtentang penempatan
di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosials#anjutnya dilampirkan serta

menjadi bagian dari berkas perkéafa.

3.2.2 Kewenangan Pada Putusan Akhir

Apabila pemeriksaan di sidang pengadilan dinyataktah selesai maka
proses selanjutnya adalah penuntutan serta pembgtaay dilanjutkan dengan
jawaban dimana terdakwa dan atau penasehat hukuselghu mendapatkan
giliran terakhir. Dan bila tahap tersebut telahalsbir, tibalah saatnya hakim

menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Peragatai yang mengantar

% Indonesia (6)pp.cit., Pasal 13 ayat (3) dan (4).

% Mahkamah Agung (2)8urat Edaran tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan
Narkotika di Dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA 03 Tahun 2011.
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persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna mé@yiaputusan yang akan
dijatuhkan.Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan terggntasil mufakat
musyawarah hakim berdasar penilaian yang diperaleh surat dakwaan
dihubungkan dengan segala sesuatu yang terbuk@mdapersidangaff.
Berdasarkan penilaian hakim tersebut maka terdegraungkinan-kemungkinan
putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengersdi fuerkara yaitu putusan
bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hateunputusan pemidana®n.

Dalam perkara yang melibatkan Pecandu Narkotildgapat kemungkinan
yang diberikan oleh Hakim pada saat putusan aldatah untuk dapat memutus
atau menetapkan rehabilitasi pada Pecandu Narkdd&ea ketentuan Pasal 103
UU Narkotika dapat dilihat bahwa kata “dapat” daldasal ini menunjukan
adanya kewenangan hakim, kewenangan tersebuttt&ét@@basan hakim untuk
dapat menentukan siapa saja yang dapat diperimakikdauk menjalankan
rehabilitasi dan siapa saja yang tidak dapat diaarrehabilitasi. Adanya Pasal
103 UU Narkotika, menempatkan hakim dalam posisitraé untuk dapat
memutuskan apakah seorang Pecandu yang terbukéikmkein tindak pidana
narkotika dapat menjalani rehabilitasi ataukah ojge.

Namun demikian dalam Pasal ini tidak terdapat ikkasi “tindak
pidana” apa yang dimaksud. Sehingga kewenangan gandgiki oleh hakim
tersebut sangatlah besar. Mahkamah Agung melalMi/S@4 tahun 2010 tentang
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunadedandu Narkotika ke
dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi&d memberikan himbauan
bagi hakim agar mengikuti batasan-batasan “tindééra” yang dimaksud.

Perintah hakim terhadap terdakwa yang dituangkdand putusan akhir
terlepas dari terbukti atau tidaknya kesalahanatewad seperti yang didakwakan
penuntut umum. Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika nemsetidaknya dua
kemungkinan terhadap Pecandu Narkotika ketika panka diperiksa oleh hakim
yaitu apabila seorang Pecandu tersebut terbuktiakokbn tindak pidana

narkotika, maka Hakim dapat memutus untuk memdrkata yang bersangkutan

" Harahappp.cit., hal. 347.

2 |bid., hal. 347-354.
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untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan unedddabilitasi. Atau apabila
Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti melakukadak pidana narkotika
hakim tetap berwenang untuk menetapkan untuk matabkan yang
bersangkutan untuk menjalani pengobatan dan/atatawptan melalui
rehabilitasi. Perbedaan keduanya terletak padaukerlatau tidaknya seorang
Pecandu dalam melakukan tindak pidana narkotikehin§ga amar yang
dikeluarkan oleh hakim tersebut adalah memutustanraenetapkafr.

Perbedaan kata “memutuskan” dengan “menetapkaménka untuk
membedakan antara hukuman dengan kewajiban menjpErgobatan dan
perawatari’ Pada perkara Pecandu Narkotika yang terbukti mkkak tindak
pidana narkotika penggunaan kata “memutuskan” dglamberian rehabilitasi
merupakan suatu penegasan bahwa rehabilitasi yigegirdahkan oleh Hakim
tersebut adalah merupakan vonis atau hukuman. &ghirehabilitasi tersebut
adalah bagian dari hukuman yang harus dijalankacari®®l yang terbukti
melakukan tindak pidana narkotika. Biaya pengobalam atau perawatan bagi
Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakutkadiak pidana narkotika
sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab ndgaemna pengobatan dan
atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masg@lani hukumar Hal
ini dipertegas dengan adanya ketentuan masa meinjpéangobatan dan/atau
perawatan bagi Pecandu Narkotika diperhitungkanagab masa menjalani
hukuman®?

Berbeda dengan perkara Pecandu Narkotika yangikierimelakukan
tindak pidana narkotika, pada Pecandu Narkotikagy@tak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika digunakan katarfetapkan” sehingga jelas
bahwa rehabilitasi yang harus dijalani bukanlahtlderdari pemidanaan atau
hukuman. Tetapi tetap saja Pecandu tersebut harusknjalani rehabilitasi
terkait dengan kewajibannya untuk itu. Bagi Pecamtarkotika yang tidak

2% bid.
30 Supramonogp.cit., hal. 244.
%1 Indonesia (1)ibid., Penjelasan Pasal 103.

% |bid., Pasal 103 ayat (2).
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terbukti bersalah biaya pengobatan dan/atau pesawselama dalam status
tahanan tetap menjadi beban negara, kecuali tahamaah dan tahanan kota,
Namun biaya rehabilitasi yang harus dia jalanirdjtung olehnya sendiri sebagai
kewajibannya menjalankan rehabilitdi.

Dalam UU Narkotika terdapat tindak pidana terteydumg dikumpulkan
dalam bab ketentuan pidana. Bila dikaitkan keweaandghakim yang
membolehkan pemberian rehabilitasi pada Pecandkolleat yang terbukti
melakukan tindak pidana, dalam ketentuan tersebak tditentukan kategori
tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasimNa demikian dalam bab
ketentuan pidana hanya Pasal 127 UU Narkotika waj@ mewajibkan hakim
untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Basalan Pasal 103. Hakim
menilai bahwa pengaturan yang demikian memang todranya pelaku tindak
pidana pada Pasal 127 saja yang boleh diberikarsgaitberupa rehabilitasi. Hal
tersebut karena UU Narkotika pada Pasal 127 mekavengalan pada hakim
untuk tidak menyamaratakan Penyalah Guna dengageBan dimana Penyalah
Guna ditempatkan sebagai pelaku dan juga kotban.

Terkait kewenangan Hakim untuk memberikan rehasilitterhadap
Pecandu Narkotika tersebut, juga terdapat ketenRemal 54 yang menjelaskan
tentang kewajiban Pecandu untuk melakukan rehadiiliDisini sekilas terlihat
adanya pertentangan antara kewenangan yang dibedl@d undang-undang
kepada hakim untuk “dapat” memberikan rehabilitasmentara disisi lain
seorang Pecandu wajib menjalani rehabilitasi. Supadam bukunya berpendapat
bahwa sebagai konsekuensinya putusan yang dijatuikaislah memerintahkan
yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atawatm melalui rehabilitasi,
kesimpulannya putusan yang dijatuhkan hakim bagaf#u Narkotika berkaitan
dengan kata “dapat” haruslah dibaca “wajib”.

Namun demikian, hakim menilai bahwa ketentuantighak dapat serta
merta ditafsirkan demikian luas. Oleh karenanyauaibSEMA 04 tahun 2010

% bid., Penjelasan Pasal 103.

% Wawancara Bagus Irawan S.H., M.H, Hakim pada PdifegaNegeri Jakarta Pusat,
tanggal 23 November 2011 pukul 09.30WIB.

% Sujono,op.cit., hal. 300.
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yang memberikan klasifikasi tindak pidana yang kdiken Pecandu yang dapat
diberikan rehabilitasi oleh hakirfi.

Dengan adanya pengaturan kewenangan hakim dalam benidan
rehabilitasi yang diberikan oleh UU Narkotika. Makadang-undang memberikan
kebebasan bagi hakim untuk dapat memutus Pecandy tgabukti bersalah
melakukan tindak pidana narkotika agar dapat dbiitesi. Sebagaimana telah
dijelaskan diatas bahwa kewenangan yang diberikbh Narkotika terhadap
Hakim amatlah besar, karena pada UU Narkotika senidiak ada batasan
tertentu bagi Hakim untuk dapat memutus Pecandy yarbukti melakukan
tindak pidana untuk dapat direhabilitasi. Disinikesan bahwa semua Pecandu
yang terbukti melakukan tindak pidana narkotikaadapemperoleh rehabilitasi.
Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA @&4un 2010 sebagai
pedoman tentang rehabilitasi yang hanya dapautiain pada klasifikasi tindak

pidana yang dilakukan Pecandu sebagai befikut:

a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Poini Eanyidik
BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diE®ukan barang
bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincianrani&an sebagai

berikut:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram

2. Kelompok MDMA (ekstasi) 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroin :1,8 gram

4. Kelompok Kokain :1,8 gram

5. Kelompok Ganja :5 gram

6. Daun Koka FS gram

7. Meskalin 5 gram

8. Kelompok Psilosybin 03 gram

9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gra
10.Kelompok PCP (phencyclidine) .3 gram
11.Kelompok Fentanil 1 gram
12.Kelompok Metadon :0,5 gram

% Wawancara Moestofa S.H., M.H, Hakim pada Pengadilageri Jakarta Barat, tanggal
10 November 2011 pukul 13.30 WIB.

37 Mahkamah Agung (1),Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penempatan
Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam lembaga
Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, SEMA No. 04 Tahun 2010.
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13. Kelompok Morfin :1,8 gram
14.Kelompok Petidin 10,96 gram
15.Kelompok Kodein .72  gram
16. Kelompok Bufrenorfin :32 mg

c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkatiderdasarkan
permintaan Penyidik.

d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiatemprintah yang
ditunjuk oleh Hakim.

e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan tdrlidalam
peredaran gelap Narkotika.

SEMA 04 tahun 2010 mensyaratkan terdakwa padadstatgkap oleh
Penyidik POLRI dan Penyidik BNN dalam kondisi tegkap tangan. Yang
dimaksud dengan tertangkap tangan dalam KUHAP aitu

tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakuldaktpidana, atau
dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidaddakukan, atau
sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai aeba@gng yang
melakukannya, atau apabila sesaat kemudian paditgmukan benda
yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakaikaak pidana itu
yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atad toelakukan atau
membantu melakukan tindak pidana itu.

Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilaktégra surat perintah,
dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segergeratédtan tertangkap
beserta bukti yang ada kepada penyidik atau pdnpeinbantu yang terdek&t.
Lembaga tertangkap tangan tidak memandang bulunanlarlit, dan status sosial
atau jabatan, dalam lembaga tertangkap tanganequodetap yang sifatnya
umum diabaikan, maka dalam hal seorang tertang&aganh tidak diperlukan

surat perintah penangkap&h.

% Indonesia (2)pp.cit., Pasal 1 angka 19.
¥ bid., Pasal 18 ayat (2).

% Pimpinan Redaksi, “Tertangkap Tangan dan Ketef@r Institusi Lembaga Penegak
Hukum?”, Varia Peradilan (Maret 2008): 4.
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Barang bukti yang dijadikan tolak ukur adalah wo&Kka dengan
pemakaian perhari sebagaimana diatur dalam SEMAT&4un 2010 diatas.
Pengaturan mengenai jumlah barang bukti tersebldh saatunya untuk
mengetahui bahwa terdakwa adalah Penyalah Guna.

Surat uji laboratorium positif menggunakan natkati berdasarkan
permintaan penyidik dimaksudkan untuk menguji keloen apakah seorang
tersebut adalah seorang pengguna Narkotika. Biasaniy laboratorium ini
dilakukan melalui pemeriksaan tes urine terdakwangyanantinya akan
menghasilkan hasil positif atau negatif terhadapgganaan narkotika.

Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pentah yang ditunjuk oleh
hakim. Hal ini untuk mengetahui apakah terdakwa gatami ketergantungan
narkotika yang cukup berat dan dalam konsisi yarggnerlukan penanganan
intensif di Rumah Sakit. Ketergantungan bisa dilidi@pat atau tidaknya seorang
menghentikan penggunaan narkotika. Dimana sehaussgorang dapat
menghentikannya, tetapi terus menggunkannya dermysis yang semakin
meningkat*?

Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutanbggrldalam peredaran
gelap narkotika. Yang dimaksud dengan peredaraspgehrkotika yaitu setiap
kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilaku&eara tanpa hak atau melawan
hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana nawatan prekursor narkotika.
Disini berarti dalam proses persidangan terdakwaui¢i menggunakan narkotika
untuk dirinya sendiri, dan tidak untuk diserahkéauadijual pada orang lain.

Selain mengatur mengenai klasifiksi tindak pidaaagy dapat diberikan
rehabilitasi, SEMA 04 tahun 2010 juga menghimbauwaragakim dalam

menjatuhkan pemidanaan harus menunjuk secara tdgas jelas tempat

“ Wawancara Bagus Irawan S.H., M.H, Hakim pada PdifegaNegeri Jakarta Pusat,
tanggal 23 November 2011 pukul 09.30 WIB.

42 jhat Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

*3Indonesia (1)pp.cit, Pasal 1 angka 6.
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rehabilitasi yang terdekat dengan amar putusanigapat-tempat tersebut
yaitu:**

a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang diketiala/atau dibina dan
diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.

b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibuburadak

c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI)

d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial Rl dan Unital&ana Teknis
Daerah (UPTD).

e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yangldmygarakan oleh
masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departeifesehatan atau
Departemen Sosial (dengan biaya sendiri).

Hakim dalam putusannya juga harus menentukan Igangoroses
rehabilitasi. Dalam memutuskan lamanya rehabilittlsikim harus dengan
sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/taraf ndecan Terdakwa yang
dapat dijelaskan oleh Ahli, sehingga dalam pemaakssidang pengadilan wajib
adanya keterangan ahli. Disini Ahli yang akan méumean seberapa besar taraf
ketergantungan dari terdakwa serta juga mempegirakerapa lama yang
diperlukan bagi terdakwa agar dapat sembuh kerfib&lebagai standar dalam
proses terapi dan rehabilitasi yaitu:

a. Program Dektosifikasi dan stabilisasi: lamanyadty) bulan.

b. Program Primer : lamanya 6 (enam) bulan.

c. ProgramRe-entry : lamanya 6 (enam) bulan.

Umumnya seorang Pecandu yang baru masuk akan ler@én@oses
detoksifikasi atau pembersihan racun dari dalanuhulSetelah itu Pecandu
masuk ke dalamrimary yang ditujukan bagi perkembangan sosial dan psgksl
Pecandu, untuk selanjutnya mengikuti progresrentry yang ditujukan untuk
memfasilitasi Pecandu agar dapat bersosialisagjaseikehidupan luar setelah

menjalani perawataprimary. Selain tiga program standar tersebut Pecandu akan

4 Mahkamah Agung (1pp.cit., butir 3.

**1bid., butir 5.
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mengikuti programafter care. Dalam tahap ini residen dapat kembali kepada
orang tua atau keluarganya sambil tetap menjaleoges konsultasi atau rawat
jalan. Waktu yang dibutuhkan bagi seorang resiggakumenjalani sebuah proses

rehabilitasi umumnya berkisar antara 8 (delapatgrbhingga 1 (satu) tahuf.

46 , “Bersatu Selamatkan Saudara Kita”, http:Mnantaranews.com/print

11297946328/bersatu-selamatkan-saudara-kita. Dlu@@uDesember 2011.
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BAB 4
ANALISISPUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU

NARKOTIKA

Putusan dalam perkara pidana seperti telah digasebelumnya dapat
berupa putusan pemidanaan, bebas atau lepas dgia stuntutan hukum.
Sedangkan dalam perkara Narkotika putusan pemidaigasebut dapat berupa
pidana penjara, denda atau rehabilitasi.

Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini ddaRutusan No.
690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel., Putusan No. 824/PiddB12PN.Bks, Putusan No.
1343/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst., dan Putusan No. 4ddRi011/PN.Bks.yang
memberikan putusan berupa rehabilitasi. Berikuhakpelaskan kasus posisi dari
masing-masing putusan Pengadilan Negeri yang mekabeputusan berupa
rehabilitasi tersebut disertai dengan analisinya.

4.1 Putusan No. 690/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.
4.1.1 Kasus Posis

Terdakwa Putri Ariyanti Haryo Wibowo, pada haribRal6 Maret 2011
sekitar pukul 22.00 WIB masuk ke kamar 712 Hotehifani di Jakarta Selatan
yang dibuka oleh Saksi Gaus Notonegoro atas nankai F&ddie Setiono.
Keesokan harinya Kamis 17 Maret 2011 setelah plkegiClub Dragon Fly,
Terdakwa kembali ke hotel untuk tidur, hingga pukiB.00 Saksi Gaus
membangunkan Terdakwa dan memberitahu waktwelaout, namun melihat
Terdakwa yang masih ingin istirahat kemudian S&ksiils membukakan kamar
826 Hotel Maharani atas nama Saksi Eddie. Pukdl528atang Saksi Eddie ke
kamar 826 untuk menemui Terdakwa dan Saksi Gauslahaa kemudian Saksi
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Eddie dan Gaus pergi untuk urusan masing-masing dedakwa pergi ke daerah
Menteng dan pada pukul 21.30 pergi ke cafe di ¢aKemang, kunci dititipkan
pada resepsionis. Keesokannya Jumat 18 Maret 2Qkdl ©0.30 Saksi Gaus
pergi ke Hotel Maharani dan mengambil kunci kan26 gang ada di resepsionis.
Sesampainya di hotel, Gaus menyimpan bungkusatikpldg berisi shabu ke
dalam laci dan menyiapkan peralatan untuk mengkossshabu.

Shabu tersebut didapatkan karena sebelumnya Gdkiseé menanyakan
kepada Saksi Gaus apakah masih memiliki shabu ggagab dengan belum
ada. Kemudian Saksi Gaus berinisiatif mencari sha&bdl Wahid Hasyim Jakarta
Pusat dan membelinya dari Mamad (DPQO) yang dibunglalam 2 buah plastik
Klip dengan berat seluruhnya Y2 gram dengan harga 680.000 dan
memberitahukan Saksi Eddie bahwa shabunya telah ada

Sekitar pukul 01.00 Terdakwa datang ke kamar 82fiku mengambil
Ipad, namun tidak langsung pulang. Tak lama kenmugigkul 01.12 Saksi Eddie
datang dan selanjutnya membuat makalah dengan mmeaimn laptop,
sedangkan Terdakwa memainkan Ipad dan Saksi Gaongkoresumsi shabu dan
menawarkannya kepada Terdakwa dan Saksi Eddiesabat@mbuat makalah
Saksi Eddie mengkonsumsi shabu dengan dibantu $&si Gaus. Setelah
konsumsi shabu Saksi Eddie kembali ke tempat dudukdan kemudian
Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dibantu olaksi SGaus untuk
membakarnya.

Sekitar pukul 02.00 setelah Saksi Gaus, SaksieEdiain Terdakwa selesai
mengkonsumsi shabu datang beberapa orang Poliddidektorat Narkoba Polda
Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeleddimana ditemukan diatas
meja beberapa barang bukti berupa shabu denganhbvet 0.88 gram. 1 buah
korek api gas, 1 botol air mineral dan selembail letbeminium foil. Selanjutnya
Saksi Gaus, dan Terdakwa diperiksa ke Kantor DorektNarkoba Polda Metro
Jaya dan ditemukan bahwa tidak ada izin dari MerKesehatan. Terdakwa
didakwa dengan dakwaan primair melanggar Pasah$4®(1) jo. Pasal 132 ayat
(1) UU Narkotika, subsidair melanggar Pasal 12 éaUU Narkotika.

Pada putusannya Majelis Hakim pada pengadilanrt3akalatan memuat

amar sebagai berikut:
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Menyatakan Terdakwa Putri Ariyanti Haryo Wibowalak terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidebagaimana yang
didakwakan dalam dakwaan primair dan membebaskadaKwa dari
dakwaan primair tersebut.

Menyatakan Terdakwa Putri Ariyanti Haryo Wibowdateterbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pitjaerayalahgunaan
narkotika golongan | bagi diri sendiri’, sebagaimaakwaan subsidair.
Memerintahkan menempatkan Terdakwa Putri Ariyardiryé Wibowo,
menjalani pengobatan dan perawatan melalui rekediildi Rumah Sakit
Ketergantungan Obat (selanjutnya disebut RSKO) thiul&ur Jakarta
Timur selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan baranng bukti berupa:

2 (dua) plastik bening klip kecil berisikan shaberdi netto seluruhnya
0,4428 gram, 1 (satu) set alat untuk menggunakahuskaitu bong yang
terbuat dari botol air mineral, kertas aluminiunil,f@ (satu) buah korek
api gas dan 1 (satu) bu&landphone Nokia Type 2505 besertaimcard-
nya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum unijaklilkbn bukti
dalam perkara lain.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebgs@:ORO,- (dua
ribu rupiah).

4.1.2 Analisis

Dalam kasus dengan Terdakwa Putri ini, Majelis ikkatelah memutus

bahwa telah Terdakwa terbukti secara sah dan nmaakibersalah melakukan

tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongdragdi diri sendiri” dengan

perintah untuk menjalani pengobatan dan perawatdalun rehabilitasi di RSKO

Cibubur Jakarta Timur selama 1 (satu) tahun.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pditga Negeri Jakarta

Selatan ini didasarkan pada pertimbangan bahwaakema dalam kasus ini telah

memenuhi unsur sebagai penyalah guna narkotikengaio 1 bagi diri sendiri

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hurghitu unsur barang siapa,
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unsur setiap penyalah guna, dan unsur narkotikeongah I. Dengan
pertimbangan sebagai berikut:

1. Barang siapa. Dalam kasus ini Terdakwa Putri Atiyaklaryo Wibowo
dalam persindangan Terdakwa mengakui identitasesta sehat jasmani
maupun rohani dan dapat mempertanggungjawabkanugterb yang
dilakukannya.

2. Setiap penyalah guna. Dalam kasus ini Hakim bemgesidbahwa untuk
terpenuhi penyalahguna memperhatikan terlebih dakatentuan Pasal
54, dan Pasal 55. Pasal 54 dan Pasal 55 terbukgadeadanya fakta
bahwa Terdakwa telah mengadakan konsultasi danhsudenjalani
rehabilitasi di Poliklinik Narkoba BNN sejak 07 @kter 2010 hingga 28
Desember 2010 sesuai surat keterangan No. B-12040/Poliklinik
Narkoba/ BNN tanggal 28 Desember 2010. Selanjutmysur ini juga
terbukti dengan adanya hasil pemeriksaan laboestdariminalistik No.
LAB: 712/NNF/2011 tanggal 04 April 2011 yang menpmikan bahwa
barang bukti 1 bungkus plastik Klip berisi kristerna putih dengan berat
netto 0,1449 gram mengandumgtamfethamina.

3. Narkotika Golongan 1. Berdasarkan hasil pemerikséaboratories
kriminalistik No. LAB: 712/NNF/2011 tanggal 04 Apr011 yang
menyimpulkan bahwa barang bukti 1 bungkus plashi kerisi kristal
warna putih dengan berat netto 0,1449 gram mengadatamfethamina
dan terdaftar dalam narkotika golongan 1. Selagpautmasil pemeriksaan
Laboratoris Bidang Kedokteran dan Kesehatan POldtl&PMetro Jaya
Nomor: R/82/2011/Dokpol, tanggal 18 Maret 2011 hpsmeriksaan test
urine Terdakwa ditemukan adanya tanda-tanda pearakairkoba.
Pertimbangan hakim terhadap unsur Pasal 127 ayatufuf a tersebut

kurang lengkap karena tidak mencantumkan unsur dhaigsendiri. Unsur bagi
diri sendiri dalam Pasal 127 sangatlah pentingkuntangetahui apakah terdakwa
terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau tidd&skipun dari fakta yang
terungkap dipersidangan Terdakwa hanya telah mersgkosi shabu dan tidak
melakukan perbuatan lain yang tergolong dalam pesed gelap narkotika,
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seharusnya unsur tersebut disebutkan dan diuraidaingga jelas yang dilakukan
oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu bagiehdis.

Dalam mempertimbangkan unsur penyalah guna, Majélakim
mempertimbangkannya dari hasil pemeriksaan labeatokriminalistik No.
LAB: 712/NNF/2011 tanggal 04 April 2011 yang menpmikan bahwa barang
bukti 1 bungkus plastik klip berisi kristal warnatipn dengan berat netto 0,1449
gram mengandunigatamfethamina. Pertimbangan unsur penyalah guna dari hasil
laboratories kriminalistik mengenai barang buktrupa narkotika kurang tepat,
karena dalam menentukan seseorang adalah Pengguiatikh yang diperlukan
adalah hasil pemeriksaan tes urine, tes darah, réasbut, tes asam
dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tutainnya dari Terdakwa yang
didalamnya akan ditemukan apakah terdakwa mengguna&tau tidak
menggunakan narkotika. Tes urine, tes darah, tabuf dan tes bagian tubuh
lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilemggtahuan dan teknologi
untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalambuh satu orang atau
beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (Dh#uk identifikasi korban,
pecandu, dan tersangkaDalam kasus ini pada dasarnya terdapat hasil
pemeriksaan Laboratoris Bidang Kedokteran dan ase& POLRI Polda Metro
Jaya Nomor: R/82/2011/Dokpol, tanggal 18 Maret 20@dgan hasil pemeriksaan
test urine Terdakwa diterangkan ditemukan adanyalatdanda pemakaian
narkotika. Namun demikian hasil pemeriksaan inakidnenjadi pertimbangan
dalam unsur penyalah guna, tetapi justru menjadiinpgangan dalam unsur
narkotika golongan 1.

Selanjutnya perlu juga dipertimbangankan bahwandamenggunakan
narkotika tersebut tanpa adanya izin dari pihak gydmerwenang untuk
menentukan bahwa Terdakwa adalah penyalah Gielam kasus telah jelas
bahwa Terdakwa menggunakannya tanpa izin dari mekgsehatan. Mengenai
unsur Narkotika golongan 1 yang berasal barangidukiungkus plastik klip
berisi kristal warna putih dengan berat netto 09l4gram mengandung

matamfethamina dan terdaftar dalam golongan 1, menurut pendagrailis telah

! Indonesia (1)op.cit., Penjelasan Pasal 75 huruf I.

2 |bid., Pasal 13.
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tepat karena dipertimbangankan berdasarkan hasileqiesaan laboratories
kriminalistik No. LAB:712/NNF/2011 tanggal 04 Ap2011.

Pada perkara ini digunakannya Pasal 127 ayate(dh tepat bila dilihat
dari fakta hukum yang ada serta terpenuhinya upada Pasal 127 ayat (1) UU
Narkotika. Pidana dari terpenuhinya Pasal 127 #&yathuruf a yaitu pidana
penjara paling lama 4 (empat) tahun. Namun demikiakim dalam memutus
perkara Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendolakk dapat serta merta
menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara, haterkarena hakim wajib
untuk memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasaldan 103 UU
Narkotika® Ketentuan pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 10Natkbtika
memiliki kesamaan subjek yaitu Pecandu. Sehingdamdanemutus Pasal 127
ayat (1) perlu diperhatikan apakah Penyalah Gumseltet adalah seorang
Pecandu.

Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika terkait addm®ysajiban Pecandu
untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitsssial, kewajiban tersebut
dilaksanakan dengan adanya wajib lapor bagi oraagatau wali dari Pecandu
Narkotika yang belum cukup umur serta wajib lapagillPecandu Narkotika yang
sudah cukup kepada pusat kesehatan masyarakat) sak#, dan/atau lembaga
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yangimjitk oleh Pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan mekthabilitasi medis dan
rehabilitasi sosial.Kewajiban lapor memiliki sanksi apabila tidak temphi yaitu
bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dargate sengaja tidak
melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasay&5(2) dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan ataanaddenda paling banyak
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Implementasi dari kewajiban hakim untuk mempeHaatiketentuan pada
Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika dalam kasugaitu terungkapnya fakta
bahwa Terdakwa telah mengadakan konsultasi danhspéanah menjalani
rehabilitasi di Poliklinik Narkoba BNN sejak 07 @ker 2010 hingga 28
Desember 2010 sesuai surat keterangan No. B17040/PoliklinikNarkoba/

®Ibid., Pasal 127 ayat (2).

4 1bid., Pasal 55.
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BNN tanggal 28 Desember 2010. Menurut pendapat IRemoplementasi dari
Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika dengan adanika bahwa Terdakwa
pernah direhabilitasi telah tepat. Hal tersebuekarpemenuhan kewajiban lapor
dapat dibuktikan dengan pernah atau tidaknya sasgatirehabilitasi. Sejalan
dengan salah satu tujuan pengaturan wajib lapolarfélec Narkotika untuk
memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkagopatan dan/atau
perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehasilitsosiaf Sehingga bila
terdapat bukti bahwa Terdakwa pernah direhabili@dapat diartikan bahwa
terdakwa sudah pernah memenuhi kewajiban lapoeliats Dalam kasus ini
Terdakwa pernah direhabilitasi di BNN, dan BNN attadalah satu instansi wajib
lapor yang ditunjuk oleh pemerintéh.

Selanjutnya dalam kewajibannya memperhatikan Pa@3alJU Narkotika
memberikan kewenangan pada hakim untuk dapat menapgekah Terdakwa
akan dipenjara ataukah direhabilitasi. Kewenangargyada pada hakim tersebut
membuat Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 04 tahQhO 2sebagai
himbauan serta petunjuk bagi hakim untuk dapat nhesnBecandu Narkotika
yang terbukti bersalah untuk direhabilitasi. Dalememutus perkara ini majelis
hakim turut mempertimbangan SEMA 04 tahun 2010. BEQ4 tahun 2010
setidaknya mengatur mengenai tiga (3) hal yaitasikkasi tindak pidana, tempat
rehabilitasi dan lamanya masa rehabilitasi.

Meskipun dalam perkara ini tidak secara ekspliitraikan mengenai
klasifikasi tindak pidana yang dimaksudkan dalanM3ED4 tahun 2010, namun
demikian dapat dilihat dari keseluruhan kasus baheadakwa Putri saat
ditangkap yaitu dalam keadaan tertangkap tangasabetmengkonsumsi shabu,
dimana pada saat tertangkap tangan tersebut ditamhdrang bukti berupa shabu
seberat 0,1449 gram. Kemudian terhadap Terdakwéuk&n pemeriksaan urine
di ruang Dokpol Biddokkes Polda Metro Jaya dengasilH_aboratoris Bidang
Kedokteran dan Kesehatan POLRI Polda Metro Jaya ddom
R/82/111/2011/Dokpol disimpulkan bahwa dalam urin€erdakwa positif

® Indonesia (6)op.cit., Pasal 2.

® Wawancara Dewi Ayu, Pusat Penelitian, Data daorinfisi BNN. Tanggal 2 Desember
2011. Pukul 10.00 WIB.
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ditemukan ampheamin dan methamphetamine. Pemeriksaan urine dilakukan
kembali di Poliklinik Narkoba BNN sesuai dengan iBerAcara Pemeriksaan
Urine Nomor:211.074/111/2011/Poliklinik Narkoba/BN8engan kesimpulan urine
Terdakwa positif mengandunmethafetamine tahap Pecandu. Kemudian ahli
psikiater yang diajukan penasehat hukum Terdakwelmekan keterangan di
sidang pengadilan mengenai kondisi Terdakwa yamerg@ntungan secara fisik
dan secara mental dan telah pula mendatangani giaey telah dilakukan
pemeriksaan medis kepada Terdakwa yang ditujukdepdn sidang pengadilan.

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpubiednwa klasifikasi tindak
pidana yang terpenuhi menurut SEMA 04 tahun 20l&ndgerkara ini yaitu
terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Pollandakondisi tertangkap
tangan, ditemukan barang bukti shabu tidak lebi Hiaggram, adanya surat uji
laboratorium positif menggunakan Narkotika berdesarpermintaan penyidik,
serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkietdibat dalam peredaran gelap
Narkotika.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdeqpatt keterangan dari
dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oledkim. Bila kemudian dilihat
dari kegunaan adanya surat keterangan dari daktefpsikiater dalam perkara
Narkotika adalah untuk menentukan tahap keterggaturdari terdakwa, maka
surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater teréehemang diperlukan, namun
Surat keterangan dokter jiwa/psikiater tersebutaseinya tidak hanya dapat
diajukan oleh hakim, akan tetapi seharusnya dajgt fiajukan oleh para pihak.
Dalam perkara ini Ahli yang adalah psikiater yamgukan oleh penasehat hukum
terdakwa sebagai saksi yang meringankage(charge) telah menjelaskan bahwa
Terdakwa berada dalam tahap ketergantungan dalderakgannya disidang
pengadilan psikiater tersebut juga menunjukan steratang pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Terdakwa. Sehingga keterangiaeasebut telah memenuhi
tujuan dari diperlukannya surat keterangan daritetokiwa/psikiater untuk
melihat tahap ketergantungan dari terdakwa, meskipukan merupakan surat
keterangan psikiater pemerintah yang berasal eéatmukan hakim.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa périntauk dilakukan

tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Tewk Majelis Hakim harus
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menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabiltasy terdekat dalam amar
putusannya. Salah satu tempat rehabilitasi yangbdtkan dalam SEMA 04
Tahun 2010 yaitu RSKO Cibubur, Jakarta. Sehinggempgatan rehabilitasi bagi
Terdakwa di RSKO Cibubur, Jakarta. dalam kasugelaih tepat karena sesuai
salah satu tempat yang disebutkan tersebut diatas.

Mengenai lamanya rehabilitasi dalam hal ini Majéfiakim memutuskan
lamanya selamat 1 tahun. Putusan Majelis Hakinelbertspun telah tepat melihat
dalam proses pembuktian terdapat Ahli yang menelary bahwa Terdakwa
menggunakan shabu atau isirafgamin diperlukan sekitar 6 (enam) bulan untuk
residensial dan 6 (enam) bulan untuk rawat jaldringga waktu keseluruhan
yang dibutuhkan kurang lebih 1 tahun. Adanya keigaa ahli dalam
mempertimbangkan lamanya proses rehabilitasi dakanmi telah terpenuhi dan

hakim telah mempertimbangkan hal tersebut.

4.2 Putusan Nomor: 824/Pid.B/2011/PN.Bks.
4.2.1 Kasus Posisi

Pada hari senin tangal 21 Maret 2011 Terdakwa Fé&adilah
mendapatkan shabu dari seorang bernama Ramli sdbdhy(satu) bungkus
plastik klip seharga Rp 200.000 di wilayah Durepalgecamatan Bekasi Timur.
shabu tersebut dipergunakan oleh terdakwa padadmain tanggal 21 Maret 2011
sekitar pukul 21.00 didalam kamar mandi di tempagdalnya dengan cara
menggunakan alat hisap (bong) yang terbuat daoltat mineral. Terdakwa
kemudian menghisap asap putih hasil pembakararugetiman alumninium foil
tersebut berkali-kali. Cara menghisapnya seperé ngenghisap rokok biasa. Sisa
sebagian serbuk shabu tersebut rencananya akagutijp&an kembali keesokan
harinya sehingga dimasukan Terdakwa ke dalam tagbea hitam miliknya.

Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2011 sekitaul @200 wib Terdakwa
bermaksud pergi ke rumah temannya. Terdakwa pangbs membawa tas warna
hitam miliknya yang berisi shabu. Ketika Terdakwerdiri dipinggir Jl. Raya
Pasar Rebo Kota Bekasi, Terdakwa didatangi olersiSak Adidaya, Saksi
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Hendri dan Saksi Suramto selaku petugas kepoligaug sedang melaksanakan
operasi.

Kemudian Terdakwa diperiksa dan digeledah, dalaemggeledahan
tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkastil kecil serbuk kristal
shabu yang disimpan dalam tas warna hitam milidalerva. Terdakwa dalam
menggunakan narkotika tanpa adanya izin dari yaagvénang. Terdakwa
didakwa dengan dakwaan pertama melanggar Pasahyit2(1) UU Narkotika
atau kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf &laidotika.

Pada putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan iN8g&asi memuat
amar sebagai berikut:

0 Menyatakan Terdakwa Fadli Fadilah telah terbukicase sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “petyglina Narkotika
golongan 1 bagi diri sendiri”

0 Memerintahkan Terdakwa tersebut diatas untuk mamjgengobatan dan
atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rétedd sosial selama 2
(dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, di RSKO JI LgpanTrembak No. 75
Cibubur, Jakarta Timur.

0 Menyatakan barang bukti berupa:

Serbuk shabu seberat 0,0114 gram dirampas untuksdetkan.

0 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebgsdr@O0 (seribu
rupiah).

4.2.2 Analisis

Dalam kasus dengan Terdakwa Fadli ini, Majelis irlalelah memutus
bahwa telah Terdakwa terbukti secara sah dan maakibersalah melakukan
tindak pidana “penyalah guna narkotika golongaragibdiri sendiri”. Majelis
Hakim memutus Terdakwa bersalah dengan perintakkunenjalani pengobatan
dan perawatan melalui rehabilitasi di RSKO Cibuhlakarta Timur selama 2
(dua) tahun.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pdilga Negeri Bekasi
ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwandakasus ini telah

memenuhi unsur sebagai penyalah guna Narkotikangalo 1 bagi diri sendiri
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sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hugafitan unsur setiap orang dan
unsur sebagai penyalah guna Narkotika golongangdl dia sendiri. Dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan unsuapsetiang adalah
setiap subjek hukum yaitu orang yang mampu bertamggawab sebagai
pelaku tindak pidana. Bahwa berdasarkan keterasajesi dan keterangan
terdakwa Majelis Haki menilai Terdakwa mampu/dapaimpertanggung
jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pertsagpembenar.

2. Unsur sebagai penyalah guna narkotika golongangi dai sendiri.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keteramgdaktva, Terdakwa
dalam menggunakan narkotika golongan | tanpa adamyadari pihak
yang berwenang dan Terdakwa pernah dirawat di REKDbur Jakarta
Timur sesuai dengan surat keterangan No.0033/IRIfafiggal 11 Mei
2011 yang menyatakan pernah melakukan pemeriks@éak Yyang
dilakukan di Instalasi Rawat Jalan pada tanggall¥0,24 Januari 2011
akibat penyalah guna narkotika jenis shabu.

Pertimbangan Hakim tentang unsur-unsur Pasah$a® (1) telah lengkap
karena mempertimbangkan seluruh unsur yang ad&, w@ur setiap orang,
maupun_unsur penyalah guna narkotika golongangl bai sendiri. Namun
demikian dalam mempertimbangankan unsur penyalah garkotika golongan |
bagi diri sendiri, pertimbangan Hakim menjadi tidg#las karena hanya
mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dan lkgaeréerdakwa tanpa merinci
lebih lanjut keterangan mana yang dijadikan acuah ®ajelis Hakim dalam
kasus ini.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipergaanerdakwa telah
mengkonsumsi narkotika, hal ini sesuai dengan skestrangan dari Urusan
Kesehatan Kepolisian Resor Kota Bekasi No.Sket30l1/Urkes yang setelah
memeriksa kesehatan Terdakwa, menyatakan bahwa paade@riksaan fisik
ditemukan tanda-tanda penggunaan narkotika/zattiad&innya serta pada
pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil pemeaiksherupa pemeriksaan
methamfetamin  (+) positif dan pemeriksaanTHC (+) positif. Dalam
mengkonsumsi Narkotika tersebut, Terdakwa tidak iikanein dari pihak yang
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berwenang. Sedangkan berdasarkan Berita Acara Hesikriksaan Laboratoris
dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN No. 394.c/A011/UPT LAB UJI
NARKOBA diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti skal warna putih
mengandungmetafetamina dan terdaftar dalam golongan | nomor urut 61
lampiran UU Narkotika. Dalam kasus ini pun Terdaknengkonsumsi Narkotika
untuk dirinya sendiri dan tidak untuk dijual atalbefikan kepada orang lain.
Sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut Terdaku@dah sepantasnya
dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a kepadanya.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 127 ayat (lij Aunaka sanksi yang
diberikan pada Terdakwa yang memenuhi Pasal tersetalah pidana penjara
paling lama 4 Tahun. Namun demikian, hakim dalanmmotes perkara penyalah
guna narkotika bagi diri sendiri haruslah juga merhptikan ketentuan pada ayat
(2) yaitu dalam memutus perkara Penyalah Guna N&ekdagi diri sendiri
hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimanaldiod dalam Pasal 54,
Pasal 55 dan Pasal 103. Hal tersebut untuk mentgerhaadanya kewajiban
Pecandu Narkotika dan kemungkinan penjatuhan pidanapa rehabilitasi oleh
hakim jika Terdakwa adalah seorang Pecandu. Dalarkam ini hakim juga
sebelum amar putusannya mempertimbangankan PagahyH (1) huruf a jo
Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU Narkotika K&lt&AP.

Pertimbangan hakim terhadap Pasal-Pasal terdetias dalam perkara ini
juga tidak dijelaskan secara terinci. Namun biléhdi dari fakta yang terungkap
dipersidangan dikaitkan dengan Pasal 54 dan Pd&saldalah tentang adanya
kewajiban Pecandu untuk lapor, maka dalam perkarderdakwa sebelumnya
pernah dirawat akibat penyalahgunaan shabu di REKDbur, Jakarta Timur
sesuai dengan surat keterangan No0.0033/IRJ/20ddabhridl Mei 2011 yang
menyatakan pernah melakukan pemeriksaan fisik yditakukan di Instalasi
Rawat Jalan pada tanggal 10, 17, 24 Januari 2011.

Selanjutnya dalam perkara ini hakim juga mempéia ketentuan yang
ada pada Pasal 103 yaitu mengenai kewenangan hekirh dapat memberikan
putusan untuk menjalani rehabilitasi. Sebagaimaslaht dijelaskan bahwa
kewenangan yang dimiliki oleh hakim dalam memutaikara Pecandu Narkotika

membuat Mahkamah Agung memberikan himbauan settejpk dalam SEMA
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04 tahun 2010 yang menyatakan bahwa pemberian ilidsibhanya dapat
dilakukan apabila dipenuhinya klasifikasi tindakgma tertentu.

Berbeda dengan Putusan No. 690/Pid.B/2011/PSeglkt.sebagaimana
dijelaskan diatas, Majelis Hakim dalam perkaratigiék menyebutkan SEMA 04
tahun 2010 sebagai dasar pertimbangannya dalam tmenMeskipun demikian
tetap akan dilihat apakah fakta yang terungkap reigangan pada kasus ini
sesuai dengan ketentuan ada dalam SEMA 04 tahuf a@iu tidak dalam
pemberian putusan.

Terdakwa Fadli tertangkap dalam keadaan tertgn¢gagan tanggal 22
Maret 2011 sekitar pukul 03.00 setelah sebelummykapanggal 21 Maret pukul
21.00 menggunakan shabu. Dalam penggeledahan d@@mibarang bukti 1
(satu) bungkus plastik kecil serbuk kristal shabbesat 0,0114 gram. Setelah
dilakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan leetetangan dari Urusan
Kesehatan Kepolisian Resor Kota Bekasi No.SketM30i1/Urkes ditemukan
tanda-tanda penggunaan narkotika/zat adiktif laanisgrta pada pemeriksaan
laboratorium didapatkan hasil pemeriksaan berupaep&saanmethamfetamin
(+) positif dan pemeriksaafHC (+) positif. Kemudian terdapat surat keterangan
NO.0033/IRJ/2011 tanggal 11 Mei 2011 yang menyatagarnah melakukan
pemeriksaan fisik yang dilakukan di Instalasi Radalan pada tanggal 10, 17, 24
Januari 2011 akibat penyalah guna Narkotika jentgabs. Terdakwa
menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri.

Dari fakta yang terungkap dipersidangan terselatasl dapat disimpulkan
bahwa klasifikasi tindak pidana yang terpenuhi meh®EMA 04 Tahun 2010
dalam perkara ini yaitu terdakwa pada saat ditamgkah Penyidik POLRI dalam
kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang buiktbs tidak lebih dari 1 gram,
adanya surat uji laboratorium positif menggunakaarkotika berdasarkan
permintaan penyidik, serta tidak terdapat buktivielyang bersangkutan terlibat
dalam peredaran gelap narkotika. Dalam kasus ipatddilihat bahwa tidak
terdapat surat keterangan dari dokter jiwa/psikipggnerintah yang ditunjuk oleh
hakim. Bila kembali melihat kegunaan dari adanyeatsketerangan dari dokter
jiwa/psikiater dalam perkara narkotika adalah untakenentukan tahap

ketergantungan dari terdakwa, maka surat keteradgandokter jiwa/psikiater
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tersebut memang diperlukan, namun seharusnya ket@&tangan tersebut dapat
pula diajukan oleh para pihak tidak hanya oleh magendiri. Dalam perkara ini

tidak terdapat surat keterangan dari doketer jigikigter mengenai kondisi atau
tahap ketergantungan dari terdakwa, baik yang gikuoleh hakim maupun yang

diajukan oleh para pihak.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa périotauk dilakukan
tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Tewk Majelis Hakim harus
menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabiltasy terdekat dalam amar
putusannya. Salah satu tempat rehabilitasi yangbdtkan dalam SEMA 04
Tahun 2010 yaitu RSKO Cibubur Jakarta. Sehingg@mpgatan rehabilitasi bagi
Terdakwa di RSKO Cibubur, Jakarta. dalam kasugelah tepat karena sesuai
salah satu tempat yang disebutkan tersebut diatas.

Sedangkan mengenai lamanya rehabilitasi dalamnhalajelis Hakim
memutuskan lamanya selamat 2 tahun. Putusan Mijeken mengenai lamanya
rehabilitasi seharusnya didasarkan pada adanyaakein ahli. Ahli sangat
dibutuhkan karena pada dasarnya ahli yang mengdtaehapa lama waktu yang
diperlukan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasanNin dalam perkara ini tidak
terdapat ahli yang menerangkan mengenai taraf keesnTerdakwa dan berapa
lama waktu yang diperlukan Terdakwa untuk menjal@mabilitasi. Sehingga
penentuan lamanya rehabilitasi yang ditentukan bbdtim yaitu selama 2 tahun

tidak akurat karena tidak berdasarkan pertimbaagén

4.3. Putusan No 1343/Pid.B/2011/PN.JKT .Pst.
4.3.1 Kasus Posis

Terdakwa Anuttara pada hari Jumat 13 Mei 2011 gekiikul 01.00 WIB
bertempat di Rumah Kost Pinang IV Wisma PinapatlNA Rt.10/09 Pondok
Labu, Jakarta Selatan ditangkap oleh tiga anggaibsipyang kemudian
melakukan penggeledahan hingga ditemukan 1 (sangkos plastik kecil berisi
2 (dua) butir tablet ekstasi warna merah yang giaimdi dalam kantong celana
sebelah kiri. Terdakwa mendapatkan 2 (dua) butstaek tersebut dengan cara

membeli seharga Rp 500.000 dari seorang yang tdagnal di Diskotik Crown
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Jakarta Barat dengan maksud untuk dikonsumsi sedefigan cara menelannya
seperti minum obat, sambil mendengarkan musik. tean ekstasi oleh
Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin damtegleé Kesehatan Rl maupun
dari pihak yang berwenang lainnya.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriummiKalistik
Nomor LAB: 1348/NNF/2011 tanggal 10 Juni 2011 paklesimpulannya
menyatakan bahwa barang bukti hasil sitaan berugaatu) bungkus plastik
berisikan 2 (dua) butir tablet warna merah dengameter 0,8 cm dan telah 0,5
cm dengan berat netto seluruhnya 0,5608 gram adadéatar mengandung
metamfetamina dan terdaftar dalam golongan | nomor urut 61 LaerpiUU
Narkotika. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesalamggar Pasal 112 ayat
(1) Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayaily Narkotika.

Pada putusannya Majelis Hakim Pengadilan NegerarfakPusat yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memuat dala@r gatusannya:

0 Menyatakan Terdakwa Anuttara telah terbukti sesatadan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak danawsel hukum
menyalahgunakan Narkotika Golongan | bagi diri #&nd

0 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anuttara demidana penjara
selama 1 tahun;

0 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahasafiraferdakwa
dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dhiiaior,

0 Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan sampasgutberkekuatan
hukum tetap.

[0 Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak pejfladi oleh Terdakwa
dengan syarat setelah putusan berkekuatan hukuap, téerdakwa di
rehabilitasi medis dan sosial pada Yayasan Brealtir Missions
Indonesia, JI. Bali Raya No. 31 Sentul City, Bodd810;

0 Menetapkan selama Terdakwa direhabilitasi medis siasial tersebut
diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;

0 Menetapkan biaya Rehabilitasi medis dan sosiagélentsditanggung oleh

Terdakwa;
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0 Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkastigl berisikan 2
(dua) butir tablet warna merah dengan diameterc&lan tebal 0,5 cm
dengan berat seluruhnya 0,5608 gram dirampas wimuksnahkan;

0 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarassebRp 2000

(dua ribu rupiah).

4.3.2 Analisis

Kasus dengan Terdakwa Anuttara ini, Majelis Hakielah memutus
bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan nmaakibersalah melakukan
tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum mengaladkan Narkotika
golongan | bagi diri sendiri” dengan perintah unditehabilitasi medis dan sosial
pada Yayasan Breakthrough Missions Indonesia.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pditga Negeri Jakarta
Pusat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Tealaalam kasus ini telah
memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotikengato1 bagi diri sendiri
sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hugaita unsur setiap orang dan
unsur sebagai Penyalah Guna Narkotika golongangl dia sendiri. Dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang. Setiap orang adalah subyeknhybd@ndukung hak
dan kewajiban dalam hal ini Terdakwa Anuttara yalggntitasnya sesuai
dengan surat dakwaan yang telah didakwa melakukatu gperbuatan
pidana adalah orang yang cakap dan mampu bertingadurut hukum
terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab serta meeigen memahami
setiap pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakemuntut umum dan
penasihat hukum terdakwa serta Terdakwa dalam keaskhat jasmani
dan rohani.

2. Unsur Penyalah Guna Narkotika golongan | bagi skndiri. Pada waktu
dilakukan penangkapan Terdakwa didalam memilikinyirapan atau
menguasai narkotika jenis tablet ekstasi tanpaghklapi dengan surat izin

dari Menteri Kesehatan maupun dari pihak yang beang lainnya.
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Pertimbangan hakim tentang unsur-unsur Pasal 1&7(AyUU Narkotika
telah lengkap karena mempertimbangkan seluruh uypang ada. Baik unsur
setiap orang maupun unsur Penyalah Guna Narkgtikangan | bagi diri sendiri.
Namun demikian perlu dilihat kembali tentang unBe@nyalah Guna Narkotika
golongan | bagi diri sendiri. Dalam perkara iniaidielas apakah benar Terdakwa
memang benar adalah seorang pengguna atau buksini Diak ditemukan
adanya alat bukti surat hasil pemerikseemnurine, tes darah, tes rambut, tes asam
dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tutainnya dari Terdakwa yang
menjelaskan bahwa Terdakwa adalah seorang penggppeati pada perkara-
perkara penyalah guna pada umumnya. Namun demikiajelis Hakim
berpendapat bahwa Pasal 127 ayat (1) lebih tepaagkan karena didasarkan
pada adanya keterangan dari Yayasan Breakthrougisidvis Indonesa yang
menyatakan Terdakwa pantas direhabilitasi dan mujliardakwa menguasai
Narkotika adalah untuk digunakan sendiri. Mengemali ini keterangan yang
menyatakan Terdakwa pantas direhabilitasi tentasdickan adanya kebutuhan
dari Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi tersehbyditu apabila Terdakwa
adalah seorang Penyalah Guna. Sehingga berdashakaersebut Terdakwa
tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a kepadany

Pidana dari terpenuhinya Pasal 127 ayat (1) hurndit pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun. Namun demikian Hakafawwh memutus perkara
penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri tidak @aaperta merta menjatuhkan
hukuman berupa pidana penjara, hal tersebut kaigalm wajib untuk
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal &5,183 UU Narkotika.
Ketentuan pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103Naiotika memiliki
kesamaan subjek yaitu Pecandu. Sehingga dalam merRatsal 127 ayat (1)
perlu diperhatikan apakah Penyalah Guna tersebalaladseorang Pecandu.
Dalam perkara inmeskipun Majelis Hakim memperhatikan peraturan peang-
undangan yang berlaku yang berhubungan denganrpeikia namun Majelis
Hakim tidak secara eksplisit mencantumkan PasaPadal 55 dan Pasal 103 UU
Narkotika sebagai dasar pertimbangannya.

Bila dilihat dari fakta yang terungkap dipersidamghhubungkan dengan
Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tentang adaayajiban Pecandu untuk
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lapor, maka dalam perkara ini tidak terdapat keigma bahwa Terdakwa
sebelumnya pernah direhabilitasi. Kemudian Majélkim dalam perkara ini
meskipun tidak secara tegas menyebutkan Pasal WORadkotika sebagai dasar
pertimbangannya, tetapi Majelis Hakim menyebutkdeM8 04 tahun 2010
sebagai dasar pertimbangannya dalam memutus. Selaagatelah dijelaskan
bahwa SEMA 04 tahun 2010 ada sebagai panduan b&gntdalam penerapan
Pasal 103 UU Narkotika.

Dari Fakta yang terungkap dipersidangan bila lilimgkan dengan
ketentuan SEMA 04 tahun 2010 maka dapat dilihatvealerdakwa Anuttara
ditangkap dalam keadaan tertangkap tangan tanggdlel 2011 sekitar pukul
01.00 WIB dengan ditemukannya barang bukti berugaalu) bungkus plastik
kecil berisi 2 (dua) butir tablet warna merah yaigmpan pada kantong celana
sebelah kiri seberat 0,5608 gram yang adat@tamfemina. Dan Terdakwa
bermaksud menggunakan narkotika untuk dirinya sendi

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimputiednwa klasifikasi tindak
pidana yang terpenuhi menurut SEMA 04 tahun 20l@ndaerkara ini yaitu
terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRAndgkondisi tertangkap
tangan, ditemukan barang bukti shabu tidak lebrhXgram, serta tidak terdapat
bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peasdgelap narkotika.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdap@énya surat uiji
laboratorium positif menggunakan narkotika berdemarpermintaan penyidik
serta surat keterangan dari dokter jiwa/psikiamerintah yang ditunjuk oleh
hakim. Kegunaan adanya surat uji laboratorium gosienggunakan narkotika
yang berasal dari tes urine, tes darah, tes randamt,tes bagian tubuh lainnya
untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalambuh satu orang atau
beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (JDk#uk identifikasi korban,
pecandu, dan tersangka untuk menunjukan bahwa Kwadanemang benar
adalah seorang Pengguna. Sehingga dalam perka njatibatkan seorang
Pengguna seharusnya terdapat surat keterangaif pasiggunakan narkotika.

Dalam perkara ini tidak terdapat surat keterardgndokter jiwa/psikiater
pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Sedangkan meaigsurat keterangan dari

dokter/psikiater pemerintah bila dilihat dari tupmga yaitu untuk menentukan
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tahap ketergantungan dari Terdakwaaka surat keterangan dari dokter
jiwa/psikiater tersebut memang diperlukan, namumasgesnya surat keterangan
tersebut dapat pula diajukan oleh para pihak tidakya oleh hakim sendiri.
Dalam perkara ini tidak terdapat surat keterangari doketer jiwa/psikiater
mengenai kondisi atau tahap ketergantungan datakera, baik yang ditunjuk
oleh hakim maupun yang diajukan oleh para pihak.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa périntauk dilakukan
tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Tewk Majelis Hakim harus
menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabiltasy terdekat dalam amar
putusannya. Mengenai tempat rehabilitasi dalam hal Hakim telah
memutuskan bahwa Terdakwa ditempatkan di Yayd&a&akthrough Mission
Indonesia. Penempatan ini telah tepat sesuai desgdA 04 tahun 2010 yaitu
tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang eleiggygarakan oleh
masyarakat yang mendapat akreditasi dari Deperterfesehatan atau
Departemen sosial. Namun demikian mesktipun temyakan yang demikian
dapat juga ditujuk akan tetapi biaya yang ada umntekabilitasi haruslah
ditanggung sendiri oleh Terdakwa. Hal ini berbedsmghn apabila Terdakwa
ditempatkan pada lembaga rehabilitasi yang dikelataatau dibina BNN, RSKO
Cibubur, rumah sakit jiwa seluruh Indonesia dantipeghabilitasi departemen
sosial Rl dan unit pelaksana Terknis Daerah (UPTBka biaya ditanggung oleh
Negara sebagai konsekuensi bahwa rehabilitasi yhjadani adalah sebagai
sebuah hukumah.

Mengenai lamanya rehabilitasi dalam hal ini Majélakim tidak secara
tegas memutuskan lamanya rehabilitasi tersebuty gientukan adalah pidana
penjara selama 1 tahun yang tidak perlu dijalanlamkan harus menjalani
rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dapattdkan bahwa dengan demikian
lamanya rehabilitasi adalah 1 tahun. Putusan Majéikim mengenai lamanya
rehabilitasi seharusnya didasarkan pada adanyaaketn ahli. Ahli sangat
dibutuhkan karena pada dasarnya ahli yang mengdtehapa lama waktu yang

diperlukan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasanNin dalam perkara ini tidak

"Ibid., Penjelasan Pasal 103.
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terdapat ahli yang menerangkan mengenai taraf keesnTerdakwa dan berapa
lama waktu yang diperlukan untuk terdakwa menjalanabilitasi.

4.4 Putusan No. 440/Pid.b/2011/PN.Bks
4.4.1 Kasus Posisi

Terdakwa Fikri Maulana pada hari Kamis tanggal 48uari 2011 sekitar
Jam 17.00 WIB bertempat di Stasiun Pondok Cina Reapenerima 1 (satu)
bungkus kertas berisi daun ganja dari Cepi. Daumagtersebut dibawa oleh
Terdakwa ke kampusnya di Universitas Nasional (galaya disebut Unnas)
Pasar Minggu Jakarta Selatan dan sebagian daua gezrsebut dilinting oleh
Terdakwa. Kemudian sisa daun ganja tersebut disimgidalam jaket yang
dipakai Terdakwa. Kemudian pada Jumat tanggal bdaia2011 sekitar pukul
00.10 wib bertempat di JI. Raya Pondok Gede, KetigaBi. Saat badan Terdakwa
hendak digeledah oleh Polisi, Terdakwa mengambilgkusan daun ganja yang
ada didalam kantong jaket yang dipakai dan membuande jalan raya.
Terdakwa didakwa dengan dakwaan kesatu melanggsal P2 ayat (1)
Narkotika atau kedua melanggar Pasal 127 ayat(LIN&arkotika.

Sesuai dengan Berita Acara Hasil pemeriksaan ratdnds Uji Narkoba
BNN No. 225.A/1/2011/UPT LAB NARKOBA tanggal 20 Jaawi 2011, yang
menyatakan bahwa barang bukti bahan.daun tersetiataha benar Ganja
mengandungTHC (TetraHydroCannabinol) dan terdaftar dalam golongan |
Nomor Uruut 8 dan 9 Lampiran UU Narkotika.

Pada putusannya Majelis Hakim pada Pengadilan iN&gkasi memuat

amar sebagai berikut:

0 Menyatakan Terdakwa Fikri Maulana telah terbuktcasa sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tangka dan Melawan
Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan | bagisgindiri.

0 Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahahen diserahkan
untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan umetkstabilitasi di
RSKO, Jl. Lapangan Tembak No. 75 Cibubur, Jakaitaull selama 10

bulan.
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Menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus kertasibéaun ganja berat
netto 2,3550 gram dirampas untuk dimusnahkan;
Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarassetRp. 1.000

(seribu rupiah).

Analisis
Dalam kasus dengan Terdakwa Fikri ini, Majeligklth telah memutus

bahwa telah Terdakwa terbukti secara sah dan maakibersalah melakukan

tindak

pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyalahgan Narkotika

Golongan | bagi diri sendiri dengan perintah unt&njalani pengobatan dan

perawatan melalui rehabilitasi di RSKO di Cibubdakarta Timur selama 10

bulan.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada Pdiaga Negeri Bekasi

ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Terdakwandakasus ini telah

memenuhi unsur sebagai Penyalah Guna Narkotikengaito 1 bagi diri sendiri

sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) hugaital unsur setiap orang dan

unsur

sebagai penyalah guna Narkotika golongandl ¢ha sendiri. Dengan

pertimbangan sebagai berikut:

1.

Unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan unsuapsefiang adalah
setiap subjek hukum yang didakwa melakukan tindalana dan dapat
dimintakan pertanggung jawaban pidana atas penmoyda Terdakwa
setelah diidentifikasi oleh Majelis Hakim benar da&kwa orangnya dan
selama persidangan Terdakwa mampu menjawab peaamengan baik
sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawa secaagid

. Unsur sebagai penyalah guna Narkotika golongandi lb&i sendiri.

Terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 20kitaseJam 17.00
WIB bertempat di Stasiun Pondok Cina Depok menefinfgatu) bungkus
kertas berisi daun ganja dari Cepi. Daun ganjaeberns dibawa oleh
Terdakwa ke kampusnya di Unnas Pasar Minggu Jak@etatan dan
sebagian daun ganja tersebut dilinting oleh Terdaétan dihisap di kamar
mandi dan terakhir mengisap pada pukul 22.30, dasa pperjalanan
pulang pukul 00.10 tanggal 14 Januari 2011 Terdalestangkap dengan
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membawa sisanya. Dari hasil pemerksaan urine Temlakerdasarkan

Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Kepolisian P&a Sukanto

tanggal 14 Januari 2011 yang dibacakan dipersicandiemukan

Cannabis (THC) positif, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang

berwenang untuk membawa dan mengkonsumsi narkodi@n® bukti

yang ditemukan berdasarkan hasil pemeriksaan Lebyw&PT LAB UJI

NARKOBA BNN No. 255.A/1/2011/UPT LAB UJI ARKOBA taggal 20

Januari 2011 berkesimpulan bahwa rang daun-datingkadalah benar

ganja mengandungTHC (TetraHydroCannabinol) terdaftar dalam

golongan | No. urut 8 Lampiran UU Narkotika.

Pertimbangan hakim tentang unsur-unsur Pasal ayai (1) menurut
pendapat penulis telah lengkap karena mempertinkaangeluruh unsur yang
ada. Baik unsur setiap orang maupun unsur Penyzlaa Narkotika golongan |
bagi diri sendiri. Selain itu pertimbangan darigetunsur pun telah tepat.

Dalam perkara penyalah guna maka perlu diadakamriee, tes darah, tes
rambut, dan tes bagian tubuh Lainnya untuk memkaiktada tidaknya narkotika
di dalam tubuh seseorang. Dalam perkara ini unsnyglah guna narkotika telah
tepat karena didasarkan pada adanya bukti surat iyemyatakan bahwa dalam
urine Terdakwa memang ditemuka@annabis (THC) positif. Terdakwa
menggunakannya tanpa adanya izin dari pihak yangdmang serta dikonsumsi
untuk dirinya sendiri tidak untuk dijual atau ditb@n kepada orang lain.
Sehingga telah tepat bila Terdakwa dikenakan Pa&gdl ayat (1) huruf a
kepadanya.

Pidana dari terpenuhinya Pasal 127 ayat (1) hairyditu pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun. Namun demikian Hakafawh memutus perkara
Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri tidak ataperta merta menjatuhkan
hukuman berupa pidana penjara, hal tersebut katéakm wajib untuk
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal &6,183 UU Narkotik4.
Ketentuan pada Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103Naiotika memiliki
kesamaan subjek yaitu Pecandu. Sehingga dalam merRasal 127 ayat (1)
perlu diperhatikan apakah penyalah guna terselaladeorang Pecandu.

8 Indonesia (1)pp.cit., Pasal 127 ayat (2).
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Dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim mempé&Kaam peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berhubungagadeperkara ini, namun
Majelis Hakim tidak secara eksplisit mencantumkasaP 54 dan Pasal 55 UU
Narkotika sebagai dasar pertimbangannya. Namun dillaat ketentuan ini
sebenarnya telah terpenuhi dengan adanya suraakgés No. 003/1V/IRJ/2011
tanggal 18 April yang ditandatangani dr. Fauzi Mash M.Kes dari RSKO
Cibubur, Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Keragernah berobat jalan
pada RSKO Cibubur, Jakarta Timur tanggal 7, 14D@%ember 2010 dan tanggal
10, 17, 24 Januari 2011.

Selanjutnya dalam perkara ini Hakim juga mempgaa ketentuan yang
ada pada Pasal 103 yaitu mengenai kewenangan Hakirk dapat memberikan
putusan untuk menjalani rehabilitasi. Kewenangangydimiliki oleh Hakim
dalam memutus perkara Pecandu Narkotika amatladr.bd€éemudian Mahkamah
Agung memberikan himbauan ataupun petunjuk dalam/ASB4 Tahun 2010
tentang siapa saja yang dapat diberikan putusapaeehabilitasi.

Dalam perkara ini Majelis Hakim turut mempertimgkan SEMA 04
Tahun 2010. Meskipun dalam perkara ini tidak secekaplisit diuraikan
mengenai klasifikasi tindak pidana yang dimaksuddatam SEMA 04 tahun
2010. Namun demikian dapat dilihat dari fakta mersgan bahwa Terdakwa saat
ditangkap yaitu dalam keadaan tertangkap tangaabemengkonsumsi ganja,
dimana pada saat tertangkap tangan tersebut ditgmbbi@arang bukti berupa 1
(satu) bungkus kertas berisi daun ganja berat 2650 gram. Kemudian
terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dad&uSakit Kepolisian Pusat
RS Sukanto tanggal 14 Januari 2011 yang dibacaksrsidangan ditemukan
Cannabis (THC) positif. Kemudian terdapat surat keterangao.
0028/IV/IRJ/2011tanggal 18 April 2011 yang ditaradegani dr. Fauzi Mashyur,
M.kes dari RSKO Cibubur, Jakarta Timur yang merkataTerdakwa adalah
pasien RSKO karena mengalami penyakit akid&#€C/Ganja dan perlu mendapat
perawatan segera ke RSKO Jakarta atau unite rg¢hsbilarkoba dengan fasilitas
pelayanan medis lainya. Dan Terdakwa menggunakakotiiea untuk dirinya

sendiri.
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Dari keterangan tersebut diatas dapat disimputiednwa klasifikasi tindak
pidana yang terpenuhi menurut SEMA 04 tahun 201@ndgerkara ini yaitu
Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Pollandakondisi tertangkap
tangan, ditemukan barang bukti ganja tidak lebih Bagram, adanya surat uji
laboratorium positif menggunakan narkotika berdesmarpermintaan penyidik,
serta tidak terdapat bukti bahwa yang bersangketdibat dalam peredaran gelap
narkotika.

Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdaqpatt keterangan dari
dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk olélakim. Bila dilihat dari
kegunaan adanya surat keterangan dari dokter jsikadper dalam perkara
Narkotika untuk menentukan tahap ketergantungan Tendakwa, maka surat
keterangan dari dokter jiwa/psikiater tersebut mhafeerkara ini adalah surat yang
diajukan dari pihak Terdakwa yaitu surat No. 00Z8RJ/2011tanggal 18 April
2011 yang ditandatangani dr. Fauzi Mashyur, M.kaas RSKO Cibubur, Jakarta
Timur yang menyatakan Terdakwa adalah pasien RSlk@nk mengalami
penyakit akibatTHC/Ganja dan perlu mendapat perawatan segera ke RSKO
Jakarta atau unite rehabilitasi narkoba dengaritéessipelayanan medis lainya.
Sehingga dalam perkara ini surat keterangan ihtehemenuhi tujuan dari
diperlukannya surat keterangan dari dokter jiw&ipger tersebut yaitu untuk
melihat tahap ketergantungan dari Terdakwa sehimtkgtahui perlu tidaknya
Terdakwa direhabilitasi meskipun surat keterangamsebut tidak berasal dari
penunjukan Hakim.

Dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa périaotauk dilakukan
tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri TewkMajelis Hakim harus
menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabiltasy terdekat dalam amar
putusannya. Salah satu tempat rehabilitasi yangbdikan dalam SEMA 04
Tahun 2010 yaitu RSKO Cibubur, Jakarta. Sehinggempgatan rehabilitasi bagi
Terdakwa di RSKO Cibubur, Jakarta. dalam kasugelaih tepat karena sesuai
salah satu tempat yang disebutkan tersebut distiassgenai lamanya rehabilitasi
dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan lamanya @10 bulan. Putusan
Majelis Hakim tersebut pun telah tepat melihat olafmoses pembuktian terdapat
surat keterangan No0.0029/IV/IRJ /2011 tanggal 18ilA911 dari RSKO yang
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menyarankan agar Terdakwa dikembalikan untuk diramwap kurang lebih
selama 8 sampai 10 bulan agar tidak keterganturiggn Adanya surat
keterangan yang dibacakan pada sidang pengadiltaiah dipertimbangkan oleh
Hakim dalam mempertimbangkan lamanya proses retzeilSehingga lamanya

rehabilitasi tersebut telah tepat.
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BAB 5
PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan kewenangan hakim untuk dapat memberikan rehabilitas
pada Pecandu Narkotika dibedakan menjadi kewenangan pada proses
peradilan dan kewenangan pada saat putusan akhir. Kewenangan pada
proses peradilan didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun
2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dan SEMA
No. 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan
Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitass Medis dan Rehabilitas
Sosial. Penyidik dan Penuntut Umum dalam dapat memberikan
rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi Tim Dokter untuk
penetapan Hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitas
medis dan sosia yang selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari
berkas perkara. Sedangkan kewenangan hakim dalam putusan akhir yang
merupakan proses terakhir dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
didasarkan pada penilaian hakim terhadap keseluruhan proses
persidangan. Kemungkinan-kemungkinan putusan yang dijatuhkan
pengadilan mengenai suatu perkara yaitu putusan bebas, putusan
pelepasan dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan. Dalam
perkara yang melibatkan Pecandu Narkotika kemungkinan pada saat
putusan akhir untuk dapat memutus atau menetapkan rehabilitasi. Tidak
semua Pecandu yang melakukan tindak pidana yang terdapat dalam UU
Narkotika dapat putus rehabilitasi, karena hanya Pasal 127 ayat (1) UU
Narkotika sgja yang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan
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Pasal 103 UU Narkotika. Lebih lanjut Mahkamah Agung mengeluarkan
SEMA 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga
Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial sebagai himbauan bagi para
hakim agar penerapan pemidanaan berupa rehabilitasi hanya dapat
dijatuhkan pada klasifikas tindak pidana seperti terdakwa tertangkap
tangan, ditemukan barang bukti dengan berat sebagaimana diatur dalam
SEMA 04 tahun 2010, surat uji laboratorium positif menggunakan
narkotika berdasarkan permintaan penyidik, surat keterangan dari dokter
jiwalpsikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, dan tidak ada bukti
bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkotika. Klasifikasi tindak
pidana yang diberikan oleh SEMA 04 Tahun 2010 telah memberikan
panduan serta mempermudah hakim untuk mengategorikan seorang
pelaku yang pantas diberikan rehabilitas atau tidak.

. Dalam implementasinya, putusan hakim yang berupa rehabilitas
diberikan kepada Pecandu yang melakukan tindak pidana pada Pasal 127
ayat (1), namun tidak semua putusan hakim yang berupa rehabilitasi
didasarkan adanya surat pernah direhabilitas dan pada klasifikasi tindak
pidana yang sama sebaga mana dimaksud dalam SEMA 04 Tahun 2010.
Kesamaan klasifikas pada kasus yang diteliti hanya pada tertangkap
tangan dengan barang bukti dibawah ketentuan yang ada dalam SEMA
04 Tahun 2010 dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap
narkotika. Sedangkan untuk surat uji laboratorium positif menggunakan
narkotika berdasarkan permintaan penyidik tidak selalu dipenuhi dan
surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk
oleh hakim dalam penelitian ini tidak pernah ada kecuali surat
keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang digjukan para
pihak dan tidak selau dipenuhi. Sedangkan tempat rehabilitasi pada
kasus yang diteliti telah tepat karena sesuai dengan SEMA 04 Tahun
2010, dan terhadap pertimbangan lamanya rehabilitasi tidak semuanya
tepat karena ada yang tidak didasarkan pada keterangan ahli.
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5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penyempurnaan UU Narkotika dalam menentukan seorang
sebaga Penyalah Guna bagi diri sendiri ataukah sebagai seorang
Pengedar, terutama tentang perlu diperhitungkannya barang bukti berupa
Narkotika dalam pembedaan tersebut. Adanya barang bukti berupa
narkotika yang ditemukan nantinya akan dijadikan salah satu acuan bagi
para penegak hukum untuk melakukan proses selanjutnya (penyidikan,
penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan) sehingga ada keseragaman
proses penegakan hukum tindak pidana narkotika terhadap seorang
Penyalah Guna bagi diri sendiri. maupun terhadap seorang Pengedar.
Selain itu diperlukan revis SEMA 04 Tahun 2010 terutama mengenai
surat keterangan psikiater/dokter jiwa pemerintah yang ditunjuk oleh
hakim, seharusnya surat keterangan psikiater/dokter jiwa dapat digjukan
baik berasal dari penunjukan oleh hakim maupun yang digjukan oleh
para pihak.

2. Daam proses penyidikan, penyidik hendaknya melakukan uji
laboratorium penggunaan narkotika terhadap terdakwa. Sedangkan
dalam proses penuntutan, penuntut umum hendaknya mendakwa dengan
Pasal 127 UU Narkotika apabila memang terdakwa adalah Penyalah
Guna. Pada saat putusan Akhir, hendaknya para hakim memperhatikan
ketentuan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
yang ditujukan kepadanya. Hal tersebut untuk menciptakan keseragaman
klasifikas tindak pidana yang dapat diberikan rehabilitasi. Dilain sis
surat edaran tersebut hendaknya diikuti demi terjaganya professionalitas
hakim dan menghindari adanya penyimpangan penerapan kewenangan
hakim yang sangat besar dalam pemberian rehabilitasi.
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